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RINGKASAN ,

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa {salah satu)
tujuann dari pendiriann dan pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah kesejahteraan bangsa. Untuk
mencapai tujuan itu ada banyak gangguan yang harus dihadapi
oleh aparatur penyelenggara negara beserta anggota
masyarakat pada umumnya. Salah satu hal yang dirasakan
sangat mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan tersebut,
pada akhir-akhir ini, adalah penyalahgunaan ecstasy yang
dapat merusak generasi muda bangsa.

Di samping faktor-faktor kondusif lainnnya, maraknya
penyalahgunaan ecstasy itu sedikit banyak dipengaruhi juga
oleh persepsi orang-orang vyang terlibat (pengedar dan
pengguna). Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang
diajukan dalam tesis 1ini adalah :bagaimanakah persepsi
masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai
ecstasy ? serta upaya-upaya apakah vyang dilakukan oleh
aparat penegak hukum untuk menanggulangi ecstasy tersebut ?

Untuk mendapatkan 3jawaban atas permasalahan tersebut
kemudian dilakukan penelitian, dengan responden masyarakat
(dalam hal ini diwakili oleh pemuda dan remaja), pengedar,
pengguna dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)
dengan teknik pengambilan sampel "snow ball sampling”.
Adapun metode analisis yang dipakal adalah metode analisis
domain, taksonomis, komponensial dan analisis tema.

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ditemukan,
maka didapat kesimpulan bahwa bagi pengedar dan pengguna,
ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat yang dapat
dijadikan komoditi bisnis yang sangat menguntungkan serta
dapat mendatangkan kenikmatan. Sedangkan bagi masyarakat dan
penegak hukum, ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat
yang dapat mendatangkan gangguan terhadap Kkeamanan dan
ketertiban umum. Adapun upaya penanggulangan ecstasy yang
dilakukan penegak hukum meliputi upaya pre-emtif, preventif
dan represif. Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut
maka peneliti.mengajukan rekomendasi agar kalangan akademisi
(psikolog) lebih dilibatkan dalam upaya penanggulangan
ecstasy serta lebih didayagunakannya sanksi pidana denda
yang selama ini kurang dlperhatlkan. Di samping itu dalam
penerapan sanksi pidana penjara, hakim agar lebih berpedoman
pada batas minimal yang sudah dirumuskan dalam undang-

undang.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian . upaya
pembangunan Yyang meliputi seluruh kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukagn UUD 1945, yaﬁg
antara lain ialah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Salah satu aspek'pembangunan tersebut adalah di sektor
kesehatan vyang berperan penting dalam “~membangun manusia
sebagal sumber daya pembangunan. Derajat kesehatan vyang
tinggi  akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Peningkatan produktivitas akan mempertajam kemampuan daya
saing bangsa dalam dunia yang makin ketat persaingannya.

Oleh karena itu, dalam Pelita keenam kebijakan sektor
kesehatan antara -lain meliputi arah peﬁbangunan kesehatan dan

peningkatan pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan

o7 PUSTAR-UNDE
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dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan
peredaran‘gelap, khususnya psikotropika{?

Salah satu hal yang sangat menggangéu upaya pembangunan
bidang kesehatan adalah penyalahgunaan obat terlarang,
termasuk ecstasy yang akhir-akhir ini diduga sudah banyak
digunakan oleh generasi muda Indonesia.? |

Dalam suatu seminar tentang ecstasy, seorang pejabat
tinggi kepolisian mengatakan, bahwa peredaran dan penggunaan
ecstasy pada akhir-akhir ini menjadi semakin semarak. Hal itu
dapat dilihat dan disimak dari pemberitaan berbagai bentuk

media massa, baik media cetak maupun media elektronika, yang

mengungkapkan tentang keberhasilan aparat kepolisian dalam

rangka mengantisipasi peredaran ecstasy serta jatuhnya korban
vang diakibatkan penggunaan ecstasy yang berlebihan.?

Posisi Indoﬁésia yang sangat strategis bagi lalu lintas
perdagangan maupun orang, dari suatu negara ke atau melalui
Indonesia, juga merupakan faktor kondusif terhadap maraknya

peredaran ecstasy. Dikaitkan dengan semakin majunYa teknologi

! Qaris-garis Besar Haluan Negara, 1998, Bab IV tentang Arah dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2, Ecstasy termasuk jenis psikotropika yang diperluken untuk kepentingan pelayanen kesehetan dan ilmu
pengetahuan, make ketersediaannya periu dijamin. Namun penyalshgunaan psikotropika dapat merugikan
kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancarn ketshanan nasional
(Pertimbangan RUU tentang Psikotropika)

3 Harimas. AS, Krimipalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Makaleh Pada Seminar Nasional tentang Ecstasy,
Semarang, 1996, halaman 2,




di bidang‘transportasi dan komunikasi, perkembangan di kedua
bidang itu memberikan pengaruh pada percepatan mobilitas
orang dan barang, khususnya kegiatan Jjaringan (sindikat)
pengedar psikotropika antar negara.

Sosioclog dari Universitas Indonesia, Paulus .Wi;otomo,
menyatakan, bahwa ia tidak percaya jika 1Indonesia hanya
menjadi tempat transit dari segala Jjenis obat bius dan
narkotika.* :’Dalam menganalisis penyalahgunaan ecstasy
tersebut, -Paulus menggunakan pendekatan ekonomi, -seperti yang
ternyata dalém pernyataannya bahwa penduduk Indonesia yang
sangat banyak, perekonomian masyarakat yang sudah cukup baik,
serta perangkat hukum dan pengawasan &ang lemah merupakan
kondisi yang cukup menarik ‘minat pemasok asing untuk
menjadikann fndopesia sebagal pasar yang potensial.®

Dilihat dari para pihak yang terlibat menunjukkan, bahwa
penyalahgunaan ecstasy telah menjangkau semua lapisan
masyarakat. Hal tersebut dapat disimak dari beberapa contoh

berikut :

4 Paulus Wirotomo, Jaringan Pi| Setan, dalare Forum Keadilan, Desember No. 17 Tahun IV, halamann 14,
5 '
. Thid



1. Zarina ditangkap dengan membawa 2.500 tablet. ecstasy
(Suara Merdeka, 6 November 1996);

2. Pilot Garuda yang membawa gcstasy terancam dipecat
{Suara Merdeka, 2 Oktober 1996);

3. Diusut, oknum petugas yang diduga terlibat peredaran
ecstasy (Suara Merdeka, 18 Oktober 1996);

4. Pangdam IV Diponegoro mengatakan : "Laporkan bila ada
oknum ABRI terlibat ecstasy". (Suara Merdeka, 29 Junni
1996);

5. Polisi tewas akibat ecstasy (Suara Merdeka, 22 Juni
1996) ;

6. Sampai kapan ecstasy menghantui reméja (Suara Merdeka, 3
November 1996);

7. Manajer diskotik diperiksa karena kasus ecstasy ({(Suara
Merdeka, 27 Juni 19%6};

8. Aldi dan Ria Riawan mendongkrak popularitas ecstasy

(Forum Keadilan No. 17 Tahun IV, 4 Desember 1995),

Dari gambaran tersebut menunjukkan, bahwa penyalahgunaan -

ecstasy melibatkan berbagai kalangan, baik yang berasal dari
latar belakang kelas sosial ekonomi atas (upper class), kelas
sosial ekonomi menengah (middle class) maupun kelas sosial

ekonomi - bawah (lower class). Faktor interaksi sosial adalah




yang memungkinkan semua orang dari segala latar belakang
ekonomi dan sosial itu terlibat dalam masalah penyalahgunaan
ecstasy.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan
zat adiktif lainnya bukan saja merupakan masalah nasional,
tetapi berbagai bentuk dan dampak vyang ditimbulkan .karena
penyalahgunaannya merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak
negara di dunia. Berkaitan dengan itu, organisasi dunia yang
bergerak di bidang kesehatan di bawah PBB, vyaitu WHO (World
Health Organization) sejak tahun 1973 telah mengadakan
kampanye untuk memperingatkan semua negara di dunia mengenai
bahaya pemakaian obat/narkotika tersebut.®

Dampak negatif penyalahgunaan ecstasy bersifat meluas,
karena dapat ditanggung diri pengguna sendiri, keluarganya,
lingkunganlmasya;akat, dan pada akhirnya juga akan dirasakan
oleh bangsa dan negara.’ |

Disimpulkan oleh Naek L. Tobing, bahwa pemakaian ecstasy
sangat berbahaya bagi semua orang, baik bahaya terhadap fisik
yang dapat mendatangkan kematian maupun bahaya terhadap jiwa

yang menimbulkan perilaku-perilaku yang aneh, serta

S, WHO (Word Health Organization), Narcotic And Drug Abuse, The Final Report, Washinton D.C, 1973,
halamen 101. :




dirasakannya kenikmatan atau kehebatan palsu sehingga akal
sehat menjadi hilang.® Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa
orang yang menggunakan ecstasy tidak dapat berpikir normal
pada saat itu, logika tidak bekerja lagi. Dalam pemakaian
yang lama, orangpun dapat menderita gangguan jiwa, misalnya
dgpresi, paranoid. Dalam pemakaian yang lama tersebut otot-
otot, secara terus menerus, akan menjadi lemas, penglihatan
menjadi kabur, pikiran dan jiwa tidak dapat konsentrasi.®
Dari sudut seksual, moral maupun etika antara pria dan wanita
menjadi hilang sama sekali. Timbul tukar menukar pasangan
yang sangat sering, sehingga dapaf mengacaukan hubungan yang
wajar antara pria dan wanita. Jadi pengaruh acstasy térhadap
kehidupan seks bersifat negatif, hanya secara sosial pria dan
wanita menjadi_.dekat. Dalam pemakaian vyang lama akan
mengakibatkan respon fisiologis seks atau terangsang akan
menurun/berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali. Kerugian
finansial yang ditanggung juga sangat besar. Harga satu pil
ecstasy berkisar antara 50 ribu sampal lebih dari 100 ribu,
dan dapat dikonsumsi beberapa pil dalam satu malam. Untuk

memburu kenikmatan vyang palsu, orang tidak merasa uangnya

A Rusdihardjo Penp.aruh Ecstassr Terhadap Peningkatan Kriminalitas Pada Grenerasi Muda dan Peraturan
: g anga angannys, (Jakarta : Mabes Polri, 1977), halaman 5.
8 NaekL Tobmg, Ecstasv Mumk dan Seks (Surakarta : LPK2K-UNS, 1996), halaman 4.




habis. Dalam keadaan demikian, pengguna ecstasy dapat

bangkrut secara finansial, rusak secara fisik, dan hancur

secara mental dan seksual.™

Ada beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi
penyalahgunaan ecstasy. Apabila dinalisis lebih jauh, maka
hal itu merupakan akumulasi dari semua faktor yang ada. Mulai
dari faktor permintaan, dengan adanya pola hidup konsumtif,
efek guna cbat yvang mendatangkan kenikmatan, serta
pemberitaan di mass media yang cenderung tendensius untuk
mengejar oplah, Jjustru akan menimbulkan keinginan untuk
menggunakann ecstasy. Bagi pemasok dan pengedar, bisnis
ecstasy merupakan bisnis yang mendatangkan, keuntungan sangat
besar, épalagi ditunjang pertumbuhan ekonomi yang melaju
pesat sehingga ‘puncul‘ banyak orang kaya baru, yang suka
menéhambur—hamburkan uang di tempat hiburan. Di samping itu
beberapa kebijakan yang ada seperti pengawasan dan pemberian
ijin pendirian tempat hiburan  yang tiqu ketat, aspek
requlasi yang lemah serta kurangnya pendidikan moral orang

- tua terhadap anak—anéknya merupakan faktor yang mendorong

penyalahgunaan ecstasy.

® Ibid
19 Thid, halaman 5.




Di bidang regulasi, sebenarnya telah dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.  Namun
sebagaimana dikemukakan oleh Yasraf A. Piliang, peredaran dan

pemakaian ecstasy telah membentuk suatu jaringan bawah tanah

yang sulit dilihat oleh masyarakat awam, beroperasi pada arus.

atas sampai arus bawah melalui lobi-lobi tertutup dengan
menawarkan Kkesenangan, kegembiraan, kemudahan dan keuntungan
besar.

Dalam jalur peredaran yang tertutup, antara pengedar dan
pengguna terjalin hubungan saling membutuhkan (tidak terjadi
suasana konflik), aturan hukum justru dilihat sebagai suatu
intervensi terhadap kepentingan mereka. . Dengan kondisi
demikian, aparat penegak hukum berada pada posisi yang
dilematis. Di satu pihak aparat didesak oleh masyarakat
untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan ecstasy secara
tegas, di sisi lain aparat akan mendapatkan kesulitan untuk
mengungkap jaringan ecstasy yang begitu rapi.??

Ada berbagal peraturan yang dapat digunakan sebagal dasar
dalam penanggulangan peredaran dan penggunaan ecstasy secara

tidak sah, antara lain Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya Stbl.

1 vesraf A Piliang dalam Subandi Ibrahim, Ecstasy, Geya Hidup, (Bendung : Mizan Pustaka, 1997),

halaman 196,
12 Forum Keadilan, No. 17 Tahun IV, 4 Desember 1995, halaman 15,




1949 No. 377 Pasai 1 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81
ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
Pasal 204 dan 205 KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika. Meskipun demikian; penegakan hukum
terhadap kejahatan penyalahgunaarn narkotika dan obat-obatan
seringkali mengalami kesulitan besar. Dikatakan oleh Schur,

bahwa ™ it is evident that the police face an impossible task

in seeking to enforce current drug laws ".** Dalam pernyataan

- Schur tersebut penegakan hukum sudah dapat diasumsikan akan

kurang berhasil. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa
the laws inhergntly self'defeatiﬁg.“

Eksistensi penyalahgunaan ecstasy‘ sama sekali’ tidak
diinginkan oleh semua pihak, oleh karena itu, pada saat ini
semua pihak ikut mendukung antisipasi terhadap masalah
penyalahgunaan ecétasy. Seperti diketahui, penyaléhgunaan
ecstasy memiliki spesifikasi tertentu, seperti juga dengan
aborsi, homoseksual dan ketergantungan obgt.__Korban dari
kejahatan-kejahatan tersebut sekaligus Dberposisi sebagai
pelaku, vyang oleh Schur dikatakan-sebagai " Crimes Without

n 15

Victims Dengan demikian penanggulangan kejahatan-

13 Edwin M. Schur, Crime Without Victim, (USA : Prentice Hall Inc, 1965), halaman 138,
14. m )
15. M




10

‘kejahatan tersebut harus dilakukan secara holistik, dalam

arti mengikutsertakan semua pihak yang terkait serta dengan
analisis yang komprehensif, nwnggunakan sarana penal maupun

nen penal.

. Permasalahan

Pembangunan nasional bertujuan untuk méwujudkan
masyarakat adil dan makmur, mereata materiil dan spirituil
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu,
dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa
yang aman, tenteram, tertib, dan dinaﬁis dalam lingkungan
pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat dan damai.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut,
perlu dilakukan ;paya secara berkelanjutan di segala bidang,
antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat (termasuk
kesehatan) dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan
kesehatan, vyang dalam hal ini berupa ketersediaan dan
pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran
gelap, khususnya psikotropika.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan  teknologi,

transportasi, komunikasi, dan informasi sebagai akibat
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pembangunah tidak lepas dari dampak negatif  yang
ditimbulkannyé. Dampak negatif itu antara lain berupa
meningkatnya peredaran gelap obat-obat psikotropika (ecstasy)
yang meluas serta berdimensi internasional.

Selama ini munculnya ecstasy diasumsikan sebagai tqntutah
jaman (mengikuti trend), tuntutan kebutuhan diri untuk lari
dari problema hidup, untuk mendapatkan kenikmatan {bersenang-
senang), untuk memperoleh Kkeuntungan besar secara cepat.
Semua itu tanpa atau kurang memikirkan dampak negatif
terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara.

Untuk mengatasi semua ini memang = telah ditetapkan

berbagai kebijakan, baik regulasi maupun penegakan hukumnya,

namun hasil dari usaha-usaha itu rupanya masih jauh dari yang

diharapkan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti mengajukan
permasalahan sebagai berikut
1. Bagaimana persepsi masyarakat, pengedar dan pengguna
mengenal ecstasy ?
2. Bagaimana persepsi penegak hukum mengenai ecstasy dan

upaya apa yang dilakukan untuk menanggulaﬁginya ?
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C. Maksud Dan Tujuan Penelitian
Bertitik tolak dari pokeck permasalahan tersebut, maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat, pengedara dan
pengguna mengenal ecstasy. |
2. Untuk mengetahui persepsi penegak hukum mengenai écstasy

dan upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi
pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan
dengan upaya penanggulangan ecstasy, sehingga tércipta
hukum yang mampu memberikan kepastian, dan keadilan bagi
masyarakat; | |

2. Manfaat Praktis
Secara teoritis hasil 'penelitian‘ dapat memberi manfaat
untuk menentukan arah kebijakan dalam upayé penanggulangan

gcstasy oleh penegak hukum di Jambi.
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E. Kerangka Pémikiran

Ecstasy?.merupakan pil‘ yang mempunyal reaksi relatif
cepat, sekitar 40 menit setelah menelan, efeknya akan terasa.
Penggunanya? akan merasa hangat, energik dan bahagia, baik
fisik maupun mental. Perasaan-perasaan tersebut akan berakhir
setelah 2 ihingga 6 Jjam. . Setelah efek menyenangkén itu
berakhir lélu muncul efek yang buruk, yaitu tubuh tampak
seperti keracunan, tubuh mengalami kelelahan dan menjadi
mudah tersinggung.®

Selain efek-efek negatif secara psikologis, pengaruh pada
organ tubuh;manusia akan terjadi pada otak yang terpacu untuk
bekerja kefas, jantung berdetak lebih cepat, kemungkinan
terjadinya gagal ginjal, melemahnya aktivitas sel-sel hati,
pembuluh dafah menyempit sehingga menyebabkan tekanan darah
meninggi, éenstfuasi tidak normal, dan untuk pria bisa
terjadi irnpc;tensi.17

Menuruthl Bacri, seperti juga pecandu narkotika dan
alkohol, pecandu ecstasy dalam dunia .kesehatan jiwa
dimasukkan Aalam katagori gangguan jiwa organik terhadap
fungsi saréf otak sehingga mempengaruhi fungsi mental,

pikiran, dan perilaku. Si pemakai tidak bisa lagi menggunakan
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akal sehatnya, tak ubahnya penderita penyakit jiwa. Selain
merusak otak, ecstasy juga dapat merusak organ tubuh vyang
lain, seperti_lever dan ginjal. Dampak ecstasy yang paling
parah adalah dapat mengakibatkan kematian.?*®

Ecstasy, sebagal salah satu jenis psikotropika, merupakan
zat atau obat yang dapat menurunkan syaraf dan fungsi tubuh
yang lain, seperti yang dikatakan oleh Schur , Central to the
various common misconceptions is the belief that the addict
is dangerously " hopped up". Actually, opates are depressants
that 1s, they produce a general lowering of the level of
nervous and other bodily activity.?®

Dalam hal Mandagi menekankan perlunya penyidik untuk
‘berupaya mengungkap . sejauh mana para pelaku/tersangka
mengetahui efek bahaya dari obat-obatan tersebut, untuk dapat
diyakini hakim “baik dilihat dari segi logika penyidikan
maupun logika hukum. Permasalahan sosial vyang ditimbulkan
juga tidak berbeda jauh dengan pengguna néfkotika, karena
penyalahgunaan jenis obat psikotropika ini pada akhirnya akan

menimbulkan masalah sosial yang rumit, yang berakibat pada

terjadinya gangguan kamtibmas. Dalam dampaknya yang luas,

16 Naek L. Tobing, Op. Cit, halaman 2.
17, Mandagi, Qp, Cit, halaman 8-9.
18 Al Bacri Dalam Forum Keadilan No. 17 Tahun IV, Desember 1995, halaman 9,
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penyalahgunaan obat dapat menurunkan ketahanan nasional
Indonesia, khususnya terhadap sumber daya manusia sebagai
generasli penerus bangsa.?°

Untuk menanggulangi pényalahgunaan ecstasy, terdapat
beberapa peraturan. yang dapat dipakai éebagai dasar hukum,

yvaitu :

1. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

a. Pasal 80 ayat (4} huruf b :
Sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang. tidak
memenuhi standar farmakope Indonesia dan atau baku
standar léinnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
40 ayat (1) dipidana dengan pildana penjara paling lama
lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp.
300.000.000,:

b. Pasal 81 ayat (2) huruf c
Barang siapa deﬁgan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun dan atau denda paling

banyak. Rp. 140.000.000, -

1% schur, Op. Cit, halaman 120,
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2. Pasal 204 KUHP

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau
membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan
nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu
tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun,

{2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, vyang
bersalah dikenakan pidana penjara seumur atau pidana
penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.

3. Sanksi pidané terhadap pemakai dapat menggqunakan Staatblad
1249 No. 377 Pasal 1 ayat (1) atéu . Permenkes RI No.
124/Menkes/Per/II/1993.

4. Undang-Undang.yomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
{1) Barang siapa menggunakan psikotropika (ecstasy),
meﬁproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi,
mengedarkan, mengimpor, atau secara tanpa hak memiliki,
menyimpan dan atau membawa dipidana dengan penjara paling
singkat empat tahun, paling lama lima belas tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling.

banyak Rp. 750.000.000, -

0 M&nd&gi. Op. Cit, halaman 9.
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(2) Jika perbuatan tersebut dilakukann secara terorganisir,

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda Rp.
750.000.000, -

Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan
tersebut menurut Barda Nawawi adalah sebagail tahap yang
paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan
untuk mengoperasionalkan sanksi pidana, karena pada tahap ini
dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan

pemidanaan, sekaligus merupakann landasan legalitas bagi

- tahaptahap berikutnya.?

Usaha rasiocnal dalam menanggulangilkejahatan sudah tentu
tidak hanya menggunakan sarana penal, ya#g menekankan pada
tindakan represif,.tetapi juga menggunakan sarana non penal,
yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif/pencegahan
sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dua
sarana itu disebut sebagali kebijakan integral dalam
penanggulangan kejahatan. Disebut demikian karena ada

keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan

!, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Leglslatlf Dalarn Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara,
(Semarang Ananta, 1994), halaman 3.
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politik sosial. Di samping itu juga ada keterpaduan antara
penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.

Keterpaduan da;am penanggulangan kejahatan tersebut tidak
lepas dari pemahaman kita, bahwa masalah kejahatan adalah
masalah kemanusiaan  dan sekaligus masalah sosial. Satjipto
Rahardjo mengatakan, bahwa 'sekarang ini hukum tidak lagi
dilihat sebagai suatu hal Yyang -otonom dan independen,
melainkan dipahami secara fungsidnal dan dilihat senantiasa
berada dalam Xaitan interdepensi dengan bidang-bidang lain
dalam masyarakat.?

Suatu hal yang sangat menarik untuk dapat diketahui dalam
penanggulangan ecstasy adalah persepsi {pengetahuan,
pemahaman) para pengedar dan pengguna tentang ecstasy. Bagil
pengedar, bisnis ecstasy merupakan bisnis yang menjajikan
keuntungan yang sangat besar dengan resiko sanksi hukum yang
ringan. Bagl pengguna, sejauh mana mereka mengetahui
efek/bahaya dari bbat tersebut. Peran pengedar dan pengguna
yang saling membutuhkan ini hukum dan aparat sebagai
penghalang vyang akan mengusik ketentramannya, sehingga
peredaran dan penggunaannya dilakukan secara - gelap,

tersembunyi dan saling menutupi.

2 Satjipto Rahardjo, Hukym Dan Perubahan Sosial
M& (Bamdung Alumni, 1983),halaman16
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Persepsi selalu dibahas bersama-sama dengan aspek
kognisi, afeksi dan psikomotorik. Dalam kamus besar Bahasa
Indonesia, kata persepsi diartikan sebagai suatu tanggapan
atau penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses
seseorang mengetahgi beberapa hal melalui panca inderanya.

Al Bakry mendifinisikan persepsi sebagal pengamatan,
penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatu’an—keéatuan,
pengetahuan melalui indera.?® Gibson mengartikan persepsi
sebagai pfoses pemberian arti terhadap lingkungan.? Sedangkan
menurut Irwanto persepsi merupakan tangkapan kita terhadap
berbagai gejala di luar diri kita melalui panca Iindera.
Tetapi pengertian kita akan lingkungan sekitar bukan hanya
hasil penginderaan semata-mata, ada unsur interpretasi atau
penafsiran terhadap rangsang-rangsang yang kita teriﬁa.
Interpretasi ini akan menyebabkan kita menjadi subyek
terhadap pengalaman kita sendiri. Rangsang-rangsang Yyang
diterima inilah yang menyebabkan kita mempunyai pengertian

tertentu tentang 1lingkungan. Proses diterimanya suatu

rangsang  (obyek, kualitas, hubungan antar gejala atau

ﬁeristiwa) sampal rangsang itu disadari dan dimengerti

Bakry, Kamuys Peristifahan Modem dan Populer, (Surabaya : Penerbit Indah, 1996), halaman 332,
uy theon ' dan Donnely, Organisasi Manajemen dan Perilaku, (Jakarta : Airlangga, 1988), halaman 32.

i
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disebut persepsi. - Oleh :karena persepsi bukan saja
penginderaan, maka ada.yang mengartikan persepsi sebagai "the
interpretation of experience" atau penafsiran pengalaman.?®
Persepsi merupakan salah satu unsur  pengetahuan.
Pengetahuan dan pemahaman yang berasal dari persepsi ini
merupakan obyek dari attitude. Mar'at mengatakan, bahwa
persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang bérasal

dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor

pengalaman, proses belajar, cakrawala berfiksi serta

‘pengetahuan dari seseorang. Selanjutnya proses tersebut akan

membentuk struktur terhadap. apa yang dilihat, sehingga timbul

ide dan konsep.?®

Berdasarkan pada uraian tentang persepsi seperti itu,
maka dalam penelitian ini persepsi yang menjadi obyek
attitude adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat,

pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis

sosiologis. Pendekatan ini tidak saja memandang hukum

25 frwanto, Psikologi Umum, (Jakarta : APTK, 1988), halaman 17,
% Mar*at, Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengulastan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 2.




21

sebagal kaedah yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana
bekerjanya hﬁkum- 1tu dalam‘ berinteraksi dengan
lingkungannya.

Soerjono Soékanto mengatakan, bahwa secara sosioclogi,
hukum merupakan lembaga sosial (social institution),
artinya  hukum ‘merupakan kesatuan kaedah-kaedah vyang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia
pada segala tingkatan, vyang Dbertujuan untuk mencapai
kedamaian dalam masyarakat.?’

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif, karena denéan menggunakan metode
ini diharapkan ditemukan makna-makna yang tersembunyi
dibalik obyek yang akan diteliti. Adapun makna-makna yang
diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi
masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenéi
ecstasy serta upaya apa yang dilakukan untuk
menanggulanginya.

Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif
analitis, sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan

dengan persepsi masyarakat, pengedar, pengguna’ dan penegak
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hukum mengenai ecstasy serta upaya yang dilakukan untuk
menanggulanginya. Kemudian akan dilakukan _analisis untuk
mendapatkan pola dalam upaya penanggulangan ecstasy vyang
lebih efektif.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini mehgambil lokasi di Kota Madia Jambi, dengan
asumsi bahwa Jambi merupakan séiah satu kota di Sumatra
yang telah dilanda masalah penyalahgunaan ecstasy. Menurut
Baharudin, MZA, di Jambi telah mulai terdapat penyebaran
ecstasy walaupun jumlahnya belun begitu banyak. Terhitung
mulai bulan November 1996 sampai Februari 1997, sudah dua
orang yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jambi menyangkut
masalah penyalahgunaan ecstasy.

Sumber Data

Sumbef data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-
kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain.?® Dengan demikian sumber data
. penting dalam penelitién ini adaléh persepsi masyarakat,
pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenal ecstasy di
Kota Madia Jambi. Adapun sumber data sekunder dalam

penelitian ini adalah  bahan-bahan  pustaka seperti

7 Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukurn, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), halaman 9.
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literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-udangan,
majalah, surat Kkhakar, serta hasil penelitian vyang

berkaitan dengan penelitian ini.

. Metode Pengumpulan Data

Untuk data primer, pengumpulannya dilakukan  dengan
pengamatan (observasi) dan wawancara {interview). Sedangkan
untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan

studi pustaka atau penelaahan Kepustakaan.

6. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat,
pengedar, pengguna, polisi, jaksa &an hakim.

b. Sampel
Informasi awal dalam penelitian ini didapat dari
1) seorang pengedar;
2) seorang pengguna;;
3) seorang pemuda/remaja;
4) seorang penegak hukum.
Sesual dengan metode kualitatif, maka sampel selanjutnya
ditentukan dengan menggunakan teknik "snow  ball
sampling"”, vang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan

dilapangan dan akan berhenti bilamana sudah terlihat

% 1 exy. J Moleong, Metodologi Pepelitian Kwalitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), halaman 5.
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adanya indikasi tidak munculnya variasi atau informasi

baru.

7. Analisis Data

Ada empat teknik analisis data yang digunakan dalamm

penelitian ini, yaitu :

a.

Analisis domain
Analisis ini digunakan untuk mempercleh gambaran yang
bersifat umum dan relatif menyeluruh. Hasilnya tentu saja
masih berupa pengetahuan/pengertian ditingkat permukaan
tentang berbagai domain atau kategori konseptual dalam
penelitian ini, misalnya domain yang disebut persepsi
atau ecstasy. |

Analisis taksonomis

Pada analisis ini fokus penelitian tetap terbatas pada
domain/kategori konseptual tertentu, misalnya persepsi
masyarakat, pengedar, pengguna, dan penegak  hukum
mengenai ecstasy serta lain-lain yang sangat berguna
dalam upaya mendeskripsikan ataﬁ menjelaskan fenomena

yang menjadi sasaran penelitian.

. Analisis komponensial

Analisis ini dipergunakan untuk mengidentifikasikan

sejumlah persocalan kontras yang timbul terhadap masalah
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upéya pehanggulangaﬁ ecstasy, dengan demikian akan dapat
diperoleh penéértian yang komprehensif.
d. Analisis tema

Analisis ini dipergunakan sebagai upaya mencari benang
merah dalam penelitian, vyaitu antara gambaran umum
mengenal persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan
penegak hukum yang telah terfokus berdasarkan informasi
tentang upaya penanggulangan ecstasy.

Ketiga analisis pertama dilakukan secara simultan pada

saat pengumpulan data di lapangan, sedangkan analisis keempat

dilakukkan setelah kegiatan pengumpulan.data dilapangan.
Kerangka Penulisan |

Penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, yang
terdiri dari ‘bab pertama yang berisi ﬁraian tentang
pendahuluan; bab kedua yang berisi uraian tentang tinjauan
pustaka; bab tiga yang berisi uraian tentang hasil penelitian
beserta analisisnya; dan- bab  keempat yang merupakan
kesimpulan sekaligus penutup dari tesis ini.

pada bagian pendahuluan (Bab I) akan diuraikan latar
belakang yang dipakai sebagai titik teolak merumuskan
permasalahan dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat dan

upaya penanggulangan ecstasy. Akhir-akhir ini media massa di
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tanah air tidak pernah sepi dengan berita tentang ecstasy.
Berita-pberita tentang penangkapan dan penahanan terhadap
pengedar serta penyelundup ecstasy. Hal ini dikarenakan letak
posisi Indonesia yang sangat strategis bagi 1lalu lintas
perdagangan maupun orang dari suatu negara ke atau melalul
Indonesia juga merupakan faktor kondusif bagi peredaran
acstasy. Dilihat dari pihak yang terlibat dalam penggunaan
ecstasy, menunjukkan hampir semua lapisan masyarakat, baik
kelas sosial ekonomi atas ( upper class), kelas sosial
ekonomi menengah (middle class), waupun kelas sosial ekonorni
bawah (lower class). Semua itu akibat dari faktor interaksi
sosial yang memungkinkan semua orang dari latar belakang
sosial ekonomi terlibat dalam penggunaan ecstasy-

Hal 1lain vang menentukan arah penelitian ini adalah
tujuan yang 1ingin dicapai dan manfaat penelitian yang
diharapkan, baik dari segi praktis maupun teoritisnya. Untuk
menijawab permasalahén Yang felah dikemukakan, kerangka
teoritis perlu dipaparkan . sebagai titik tolak pemecahan
masalah. Sedangkan bagian lain yang sangat menentukan hasil

akhir dari penelitian ini adalah metode penelitian yang

dipergunakan.
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Dengan luasnya  permasalahan  yang dihadapi, maka
penelitian ini memfokuskan pada masalah : bagaimana persepsi
masyarakat, pengedar, pengguna mengenai ecstasy,. serta

bagaimana persepsi penegak hukum tentang ecstasy dan upaya

yang dilakukan dalam penanggulangan ecstasy.

Agar peneiitian ini menghasilkan informasi yang maksimal,
maka digunakan metode kuaiitatif. Dengan menggunakan metode
ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi
dibalik obyek yang akan diteliti.

Pada Bab II akan diuraikan tiga hal, yakni mengenai
persepsi, penegakan hukum, dan kajian yudis kriminologis
tentang ecstaéy. Masalah persepsi ini perlu diuraikan untuk
mengetahui bagaimana persepsi tiu dapat terbentuk pada diri
seseorang, untuk kemudian mempengaruhi tindakannya/responnya
terhadap obyek yang telah dipersepsikannya itu. Salah satu
sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangli ecstasy ialah
dengan menggunakan sarana hukum pidana, padahal dalam
penggunaan hukum pidana kita juga harus membicarakan
penegakan hukum pidana. Justru melalui penegakan hukum inilah
penggunaan hukum pidana mempunyai arti dalam penaggulangan
suatu tindak pidana. Oleh karena itu dalam Bab 1II ini juga

diuraikan mengenai penegakan hukum, Kkhususnya hukum pidana,
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sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan acstasy.
Selanjutnya diuraikan mengenai tinjauan yuridis kriminologis
tentang ecstasy. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai
sejarah perkembangan ecstasy, faktor-faktor yang mempengaruhi
penyalahgunaan ecstasy, ketentuan-ketentuan vyang mengatur
ecstasy (antara lain.UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan,
KUHP, dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika). Uraian
tentang pesrsepsi, penegakan hukum, dan tinjauan yuridis
kriminologis terhadap ecstasy tersebut perlu dilakukan
sebagal dasar teoritis dari analisis data yang akan dilakukan
pada Bab III.

pada Bab III dipaparkan mengenai data hasil penelitian,
yang dalam hal bkerupa persepsi warga nméyarakat, pengedar,
pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy, Jjuga data
mengenai penegékan hukum sebagai salah satu upaya untuk
menanggulangi ecstasy. Data yang diperoleh sebagai hasil
penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan mempergunakan
teori-teori yang sudah dikemukakan dalam Béb II. Hasil dari
analisis data tersebut merupakan kesimpulan sementara yang

masih harus dihubungkan dengan uraian dalam bab-bab

sebelumnya.
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Bab IV a£au bab penutup berisi kesimpulan vyang didépat
dengan menarik benang merah antara latar belakang masalah,
permasalahan, tujuan penelitian, serata analisis terhadap
data hasil penelitian. Pada bab penutup ini juga dikemukakan
rekomendasi atau safan-saran dari péneliti yvang diharapkan
dapat dipergunakan oleh pihék—pihak yvang terkait dalam

penanggulangan ecstasy.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masalah Persepsi

- Desiderato mengatakan, bahwa persepsi adalah
pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang
diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsirkan -
pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulan inderawi
(sensory stinﬁuli).1 Persepsi, seperti juga sensasi,
ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional.
David Krech dan Richard. S. (Crutchfield menyebutnya
faktor fungsional dan faktor struktural).?

Faktor fungsional vyang mempengaruhi persepsi itu
berasal dari kebutuhanlpengalaman masa lalu dan hal-hal
lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor
personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau
bentuk rangsangan, tetapi karakteristik orang yang
memberikan respons terhadap rangsangan  itu. Berkaitan
dengan itu Dimyati Mahmud mengatakan, bahwa berhubungan
dengan stimulusnya, persepsi itu berbéda,dengan sensasi.

Sensasi ialah penerimaan stimulus melalui alat indera,

! Desiderato, O., DB. Howeison dan JH. Jackson, Inventigating Behaviour : Principles of Psychology, (
New York : Harper and Row Publishers, 1976), halaman 129. '

2 David Krech dan Richard, 8 Crutchfield, Individual in Society, (London : Me Graw-Hill, 1982},
halaman 235. e

30
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sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah
ada dalam otak).?

Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi
berasal semata-mata dari sifat rangsangan fisik dan efek-
efek saraf yang ditimpulkannya pada sistem saraf
individual. Menurut  teori  Gestalt, apabila kita
mempersepsi sesuatu; kita mempersepsinya sebagai suatu
keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, 1lalu
menghimpunnya) .* Dalam halaman ini Dimyati mengatakan :

Biasanya kita  tidak - menyadari - proses  yang
menentukan persepsi kita. Apakah terjadi persepsi
penglihatan, pendengaran ataupun rabaan, jarang
sekali kita berhenti untuk menganalisis sensasi-
sensasi yang masuk dan dasar interpretasi kita.
Kita hanya tahu bahwa kita melihat, mendengar dan
menanggapl situasi dalam konteks:yang berarti. Hal
inl merupakan pendekatan manusia yang karakteristik
terhadap setiap hal yang sudah dikenal yang ada di
dalam pikiran kita menjadi suatu bentuk atau
gambaran yang membentuk keseluruhan yang berarti.

Apapun persepsinya, hal itu merupakan pengalaman
yang utuh. Kalau kita melihat lonceng misalnya,
kita tidak "melihat" bagian-bagianya, tetapi kita
mempersepsinya sebagal "keseluruhan" yvaitu jam.
Kalau kita mengambil sebuah apel lalu memakannya,
kita tidak menyadarl adanya sensasi-sensasi rasa
seperti pahit, manls dan sebagainya, tetapi kita
menikmati apel).

Setiép 'orang mungkin telah mengalami betapa

berbedanya suatu obyek atau peristiwa yang tampak atau

3 M. Dimyati Mahmud, Psikologi : Suaty Pengantar, (Yogyakarta ; BPFE, 1990), halaman 41.

4 Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : RernajaRosdaKarya. 1996), halaman 58.
* M. Dimyati Mahmud, Ibid, Hal. 42. .
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terjadi, éada latar belakang yang berbeda. Hal ini
berkaitan dengan keﬁyataan, bahwa  manusia tidak
mempersepsil suatu obyek sebagai unsur-unsur yang berdiri
sendiri. Orang cenderung untuk melihat segala sesuatu di
dalam suatu totalitas yang tersusun, orang selalu
memvisualisirnya dalam suatu konteks atau letak
beradanya. Konteks total atau latar belakang tempat
munculnya stimulus tertentu ékan mempengaruhi persepsi
kita pada stimulus-stimdflus tersebut.

Cara kita mempersepsi situasi pada saat sekarang
tidak dapat terlepas dari ;danya pengalaman sensoris
terdahulu. Apabila pengalaman terdahulu itu sering
muncul, maka reaksi kita lalu mehjadi salah satu
kebiasaan. Dimyati mengatakan, .= karena kebanyakan
aktivitas kita sehari-hari bergantung pada péngalaman

yang terdahulu, kita mereaksi kepada isyarat dan lambang

daripada kepada keseluruhan stimulus aslinya). Jadi,

dalam kebanyakan situasi, persepsi itu pada umumnya
merupakan proses informasi  yang didasatkan pada
pengalaman-pengalaman masa lampau. ®

Studi tentang persepsi mempunyai arti yang sangat
penting untuk memahami attitude atau sikap terhadap obyek

tertentu dari insiden yang diczerminkan melalui pendapat,
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pandangan, atau persepsinyé terhadép suatu kejadian atau
cbyek langsung maupun tidak langsung dapat
mempengaruhinya. Sikap ini dapat berupa sikap pandangan
atau perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan
kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap
terhadap obyék tadi. Dengan demikian, peréepsi merupakan
pengejawantahan atau perwujudan‘ dari attitude. Seperti
diketahui, bahwa manusia tidak dilahirkan dengan sikap,
pandangan maupun perasaan tertentu, melainkan dibentuk
sepanjang perkembangan hidupnya. Peranan attitude dalam
kehidupan manusia itu sangat besar. Apabila attitude suda
dibentuk pada diri manusia, maka attitude tersebut akan
turut menentukan cara-cara tingkah ~laku orang yang
bersangkutan terhadap obyek sikapnya itu. Apabila ecstasy
itu bagi pengedar dan pengguna, misalnya, disikapi
sebagal sﬁatu obyek vyang dapat nmndatangkan keuntungan
besar atau dapét mendatangkan kenikmatan yang tiada tara,
maka mereka (pengedar dan pengguna) cenderung
mempersepsikan ecstasy sebagai komoditi bisnis vyang
menggiurkan atau sebagai zat/benda yang harus dikonsumsi
untuk mendapatkap kenikmatan. Persepsi yang demikian akan

menjadi lebih kuat apabila pengalaman mereka (pengedar
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dan pengguna) dimasa lalu berkaitan - dengan ecstasy
dirasakan sebagai pengalaman yang menyenangkan.

Demikian pula dengan persepsi penegak  hukum
mengenai ecstasy. Apabila dalam pendidikan atau dalam
pelaksanaan tugasnya ditekankan pada sikap untuk
memerangil écstasy, maka kemungkinan besar mereka (penegak
hukum) akan mempersepsikan ecstasy sebagal sesuatu yang
harus dilarang dan diberantas peredaran/penggunaannya.
Tetapi apabila pengalaman masa lampau si penegak hukum
memberikan gambaran bahwa kasus ecstasy dapat
menghasilkan uang banyak, maka persepsi bahwa ecstasy
sebagail Sesuatu yang harus dilarang/diberantas hanya ada
pada lapis permukaan {hanya sebatas pernyataan).
Sedangkan dalam pelaksanaan pemberantasan/ penanggulangan
ecstasy akan timbul banyak penyimpangan, misal :
penggelapan atau memperjualbe;ikan'barang bukti kejahatan
ecstasy.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa persepsi
dapat diartikan sebagal suatu proses mental vyang
dilakukan secara menyeluruh, baik stimulus motivasi,
sikap dan sikap pada individu secara sadar dan aktif.

palam hal ini Jac Plano memberikan gambaran tentang
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bagaimana seseorang dapat menmpersepsikan suatu obyek.
tertentu, ialah :

Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara
seseorang dengan obyek tertentu yang kemudian dapat
menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Persepsi
bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena
sambutan dan penilaian berbagal isyarat indra dapat
terjadi diambang sadar.’

Sebagal suatu proses, persepsi merupakan proses
untuk mengerti dan menyadari dunia di luar diri sendiri
atas dasar kesadaran dan pengetahuan tentang hal itu.
Persepsi yang tertanam dalam pikirah seseorang itu akan
berpengaruh pada perilakunya. Hal ini tampak dari
pendapat Argyris, yakni perilaku seseorang dipengaruhi
oleh variabel psikologis yang terdiri dari persepsi,
sikap, kepribadian, belajar dan notivasi.®

Pada uraian di atas sudah disebut, bahwa persepsi
seseorang berhubungan dengan pengalaman masa lalu dari
orang yang.bérsangkutan. Dengan pengalaman yang berbeda,
maka ada kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara
orang yang satu dengan orang Yyang lain'nengenai obyek
yang sama, Dalam hal ini Gibson mengatakan : "Persepsi

ialah suatu proses pemberian' arti terhadap lingkungan

oleh seseorang individu. Dengan demikian, masing-masing

7 Yack Plano, Kamus Analisa Politik, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), Hal. 148,
¥ Wahyu Sumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, (Jakarta : Ghalia, 1987), Hal. 178,
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orang memberi -érti pada stimulus, maka individu yang
berbeda akan melihat barang yang sama dengan cara yangd
berbeda™.’

Dalam Kkhasanah psikologi, persepsi pada obyek
selain manusia disebut sebagali persepsi obyek. Dengan
demikian, persepsi obyek ini Dberbeda dengan persepsi
inter personal. Ja%aludin menginventarisir adanya empat
perbedaan yaitulé éertama, pada persepsi obyek, stimuli
ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik;
sedangkan pada pérsepsi interpersonal, stimulil sampai
pada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang
disampaikan pihak ketiga yang dapat mengurangil kacamata
persepsi seseorang. Kedua, jika seseorang menanggapi
obyek orang hanya menanggapi sifat-sifat luar obyek itu,
tidak meneliti, sifat-sifat batiniah obyek itu. Ketiga

orang itu melihat sebongkah batu, orang tersebut tidak

pernah mempersoalkan perasaan batu tersebut ketika-

diamati. Pada persepsi interpersonal, pengamat mencoba

memahami apa yang tidak tampak pada inderanya. Pengamat

tidak hanya melihat perilaku orang yang diamati,ltetapi'

juga melihat mengapa ia berperilaku seperti itu. Ketiga,
ketika mempersepsi obyek, obyek tersebut tidak bereaksi

pada orang yang mempersepsinya. Orang tersebut juga tidak

., (Jakarta : Airlangga, 1987), balaman 33.
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memberikan reaksi emosional padanya. Sedaﬁgkan dalam
persepsi interpersonal, faktor-faktor personal pengamat,
dan karakteristik orang yang ditanggapi, serta hubungan
pengamat dengan orang tersebut, menyebabkan persepsi
interpersonal sangat ~cenderung untuk keliru. Keempat,
obyek relatif tetap, mangsia berubah-ubah.

Proses persepsi, apakah berupa ilusi atau berupa
proses yang sesuai dengan kenyataan, adalah peristiwa dua
arah. Proses bersepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perspsi dipengaruhi
oleh latar belakang, apa serta bagaimana individu yang
bérsahgkutan. Dengan kata lain faktor mental, suasana
emosi, keinginan yang kuat atéu sikap dapat berpengaruh
pada respons, persepsi.'®

Hasan Basri mengatakan,;bahwa untuk dapat memahami
persepsi harus diketahui apa yang ada disekitarnya, apa
terhadapnya akan diberikan Jjawaban  atau respons.**
Pendapat Hasan Basri tersebut tidak terlepas dari
pengertian persepsi yang dirumuskannya, yaltu pengalaman
tentang benda-benda dan kejadian-kejadian yang ada pada

waktu itu.?®

0 Dimyati Mahmud, Ibid, Hal. 52.

' Hasan Basri Selamin Dt T. Pariaman, Psikiater dan Pengadilan, (Jakarta : Ghalia, 1983). Hal.
66.

12 M
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Dari uralan-uraian di atés. tampak Jjelas bahwa
persepsi itu memegang peranan yang penting dalam
membentukan penilaian kita., Dikaltkan dengan ecstasy,
maka dapat dikatakan bahwa persepi masyarakat, pengedar,
pengguna dan penegak hukum.mengenai ecstasy yang mungkin
berbeda, akan membentuk penilaian yang berbeda pula.
Pengedar dan pengguna mungkin mempersepsikan e;stasy
sebagai barang zat/obat) yang dapat dibisniskan,
mendatangkan kenikmatan, kgembiraan, menambah pergaulan
dan lain ,sebagainya; Semua itu dengan resiko atau
kerugian yang kecil, misalnya : sanksi pidana yang
diterapkan masih dianggap ringan, gangguan kesehatan yang
tidak begitu terasa. Persepsi yang demikian akan
menimbulkan penilaian yang positif . terhadap ecstasy.
Sebaliknya, masyarakat dan penegak hukum yang sering
menanggung atau menerima ekses negatif dari penggunaan
ecstasy mungkin akan mempersepsikan ecstasy sebagéi zat
yang berbahaya, mendatangkan masalah baik dari ekonomi,

sosial dan budaya lebih lanjut akan timbql‘penilaian yang

negatif terhadap ecstasy, sehingga (menurut masyarakat

dan penegak hukum) zat itu harus diberantas.
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B. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah yang melekat pada
masyarkat. Kapan dan dimanapun ada masyarakat, disitu ada’
kejahatan. Kejahatan ada  baik  dalam masyérakat
tradisionil maupun dalam masyarkat modern. Bahkan pada
masa sebelum masehipun, kejahatan sudah terjadi dalam
masyarakat. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah
diupayakan ({oleh masyarakat) berbagai cara dan‘sarana;

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana'segala upaya
yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan tersebut pada hakekatnya dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sarana penal dan penAnggulangan dengan
menggunakan sarana non penal. Lebih dari itu segala upaya
penanggulangén kejahatan tersebut pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan
masyarakat‘ (social defence) dan upaya mencapai
keéejahteraan masyarakat (social welfare).13

Demikian pula dalam hal penyalahgunaan ecstasy.

Penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dapat dilakukan

dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun

dengan sarana non penal (tidak menggunakan hukum

13 Barda Nawawi Arief, MMM&Q&D& (Bandung * PT. Citra Aditya Bakti,

1996), Hal. 2.
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pidana) . Penangbglangan penyalahgunaan ecstasy dengan
menggunakan sarana non penal dapat dilakukan dengan
tindakan polisionil sebelum kejahatan terjadi, seperti
patroli, penjagaan dan pengawasan. Dapat juga Idengan
tindakan-tindakan guna menangani faktor-faktor kondusif
yang dapat  menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan
itu..

Salah satu ‘cara vyang dapat dilakukan untuk
menanggulangi  panyalahgunaan ecstasy  adalah  dengan

melakukan penyuluhan tentang bahaya ecstasy, baik bagi

‘kesehatan badan maupun bagl kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan dengan sadar dan ferencaﬁa untuk memberikan
informasi kepada fihak-fihak tertentu melalui komunikasi,
agar pihak-pihak tertentu tersebut mampu mengambil suatu
keputusan. Dengan demikian, dalam penyuluhan hukum pihak
yang disuluh diharapkan mampu mengambil keputusan untuk
bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan-
aturaﬁ hukum yang disuluhkan itu. Soerjono Soekanto
mengatakan, bahwa dengan penyuluhan hukum dimaksudkan

agar sikap dan perilaku pihak yang menjadi sasaran,

berubah sesuai dengan tujuan penyuluhan tersebut.'® Yang

1 goerjono Soekanto, Sua
Alumni, 1982), Hal. 138.

yial, (Bendung :
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menjadi persoalan ialah cara bagaimana hukum itu
disampaikan (d;komunikasikan), agar dapat menjadi patokan
bersikap dan berperilaku bagi warga masyarakat. Oleh
karena itu, pihak penyuluh harus dapat mengetahui faktor-
faktor vyang mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan
hukunmn, ‘

Dalam suatu penyuluhan hukum perlu diperhitungkan
tingkat pendidikan rata-rata dari sasaran penyuluhan.
Pada sasaran penyuluhan yang memiliki tingkat pendidikan
relatif cukup tinggi, cara penyampaian yang dilakukan
tidak sesulit dibandingkan padé mereka yang berpendidikan
rendah. Pada umumnya makin rendah pendidikan seseorang,
makin terbatas pula kemampuanya untuk mencerna pesan yang
disampaikan kepada mereka. Disamping itu, keterbatasan
tingkat pendidikan juga menimbulkan keterbatasan dalam
pemakaian istilah.

Suatu penyuluhan. hukum vyang disampaikan dengan
bahasa hukum yang formal mungkin kurang atau bahkan tidak
akan dimengerti oleh orang-orang vyang tidak pernah
mendapatkan pendidikan formal dibidang hukum. Oleh karena
itu, suatu penyuluhan hukum sebaiknya mempergunakan

bahasa yang umum atau bahkan dengan menggunakan bahasa
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daerah vyang :éimengerti oleh masyarakat vyang menjadi
sasaran penyuluhan.

Faktor lain  yang juga  berpengaruh  dalam
keberhasilan suatu penyuluhan hukum adalah peran serta
pemuka masyarakat, baik yang formal maupun yang informal.
Khusus untuk peran serta pemuka masyarakat informal,
dengan keikutsertaan mereka, maka dapat diperoleh
beberapa keuntungan. Pertama, dapat .mengurangi ’jarak
antara pihak penyuluh dengan masyarakt yang dihadapi.
Kedua, pemuka masyarakat tersebut dapat membantu
menterjemahkan maksud dari penyuluhan ke dalam bahasa
yang dimengerti oleh masyarakat setempat.

Soerjono Soekanto mengatakan, ’bahwa penyuluhan
hukum merupakan suatu 'proses, yang terutama bertujuan
agar warga masyarakt mengetahui, memahami, mentaati dan
menghargai hukum.*®  Selanjutnya  dikatakan, bahwa
penghargaan terhadap hukum merupakan sasaran terékhir,
karena orang Yyang menghargai hukum diharapkan akan
mentaatinya dengan senantiasa berperilaku sesuali dengan
hukum. *°

Penghargaan terhadap hukum itu sendiri sebenarnya

tidak terlepas dari penghargaan warga masyarakat

13 1bid, Hal, 125,
16 M
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terhadap aparét' penegak hukumnya. Dalam  konteks
penghargaan tersebut terdapat pengaruh pandangan dan

penilaian pihak pemberi penghargaan, dalam hal ini

‘masyarakat, terhédap aparat penegak hukumnya. Pandangan

dan penilaian warga masyarkat tersebut ditujukan pada
perilaku aparat penegak hukumnya. Pandangan dan penilaian
warga masyarakat tersebut ditujukan pada perilaku aparat
penegak hukum, baik ketika sedang menjalankan tugas
maupun dalam kehidupan sehari-harinya.

Apabila perilaku aparat, sebagai pihak vyang
biasanya memberikan. penyuluhan hukum, dinilai atau
dipandang oleh masyérakat justru bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditegakkannya, maka
dapat dipastikan penghargaan warga masyarakat terhadap
aparat penegak hukum akan berada pada titik rendah atau
bahkan tidak ada penghargaan sama sekali. Celakanya
penilaian masyarakat terhadap perilaku aparat tersebut
(walaupun yang dimiliki adalah perilaku oknum) kemudian
digeneralisasikan pada penegak hukum sebagal lemﬁaga.
Akibat seianjutnya, hukum yang disuluhkan oleh. aparat
yvang tidak dihargail .tersebut cenderung tidak akan

didengarkan/diperhatikan.
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Di atas sudah diuraikan bahwa sarana lain vyang
dapat dipergunakan untuk menanggulangli penyalahgunaan
ecstasy adalah dengan penegakan hukum, khususnya hukum
pidana. Dilihat sebagal suatu proses kebijakan, penegakan
hukum pidana itu pada hakikatnya merupakan penegakan
kebijakan melalul beberapa tahap, yaitu :

1, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in

abstrac to oleh badan pembuat undang-undang.
Tahap 1ini dapat pula disebut sebagal tahap
kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi, vyaitu tahap penerapan hukum
pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai
dari kepolisian sampali pengadilan. Tahap ini juga
disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, vyaitu tahap pelaksanaan hukum
pidana secara - Konkret oleh aparat-aparat
pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap
kebijakan eksekutif atau administratif.®’

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan
sarana hukum pidana tersebut sebenarnya masih sering
diperdebatkan. Menurut  Herbert L. Packer, usaha
pengendalian perbuatan antisosial dengan mengenakan
pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan
pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyal
dimensi hukum vyang penting.'® Sedangkan Cavadino dan

Dignan mengatakan, Jjika hukum pidana dirasakan sebagal

pembenaran moral; permasalahan dari hukum pidana adalah

17 \uladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992), Hal.
4, ‘ ‘
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bahwa penerimaan terhadapnya telah berkurang dan banyak
orang yang percaya bahwa hukum pidana tersebut secara
moral tidak dapat dipertahankan.®®

Kehidupan manuﬁia dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara mencakup banyak aspek, dan itu tidak dapat
dicakup hanya oleh aturan hukum pidana. Hukum, khususnya
hukum pidana merupakan salah satu sarana kontrol sosial.
pi samping hukum pidana masih ada kebiasaan, keyakinan
agama, dukungan dan pencelaan kelompok dan pengaruh
pendapat umﬁm dapat berperan sepbagai pengontrol atau
pengendali perilaku anggota masyarakat. Oleh karena itu
penggunaan hukum pidana harus dipadukan dengan kebijakan
sosial. Sudarto.mengatakan, apabila hukum pidana hendak
dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari
perkembangaﬂl masyarakat/ modernisasi, maka hendaknya
dilihat dalam .hubungan keseluruhannya dengan politik
kriminal atau social defence planning, dan inipun harus
merupakan bagian integral dari rencana pembangunan
nasional.?®

Soerjono Soekénto mengatakan, bahwa ini dan arti

penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyerasikan

18 Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, (California ! Stanford University Press, 1968),

Hal. 3
19 M Cavadino & J. Dignan, The Penal System : an Introduction, (London : Biddles Ltd, Guildford and

Kongs Lym, 1993), Hal. 32.
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hubungan nilai-nilai yang hid&p dalam masyarakat, vyang

dijabarkan dalam kaedah-kaedah dan mengejawantah dalam

sikap serta perilaku warga masyarakat untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.Z

Suatu penegakan hukum erat kaitannya dengan kondisi
hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam nmsyarakaf yang
menampilkan Kkondisi hukum represif, dasar keabsahan
penegakan hukum terutama terletak pada perlindungan
masyarakat, dengan ciri—éiri antara lain: pranata hukum
tunduk pada politik kekuasaan dalam arti tugas penegakan
hukum  adalah untuk melestarikan kekuasaan. Hukum
ditetakkan semata-mata demi_ketertiban.

Dalam masyarakat vyang menampilkan hukum otonom,
legitimasi penegakan hukum diletakkan pada  kebenaran
prosedural, éengan ciri-ciri antara lain : pemaksaan yang
ada dikendalikan oleh pembatasan-pembatasan dalam hukum,
hukum terlepas dari kekuasaan politik dan tujuan dari
hukum adalah untuk mendapatkan keabsahan.dalam melakukan
tindakan.

Sedanékan dalam masyarakat yang menonjolkan hukum

responsit, dasar kekuatan mengikat dari penegakan hukum

2 Sydarti, Hukumn dan Hukum Pidena, (Bendung : Alurnni, 1986), Hal. 103.
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Fakter yang Mempengaruhi Penegakan Bukum, (Jakarta : PT. Rajawali
Pers, 1983), Hal, 3, ' o




47

terletak pada 'térciptanya keadilan substansif, dengan
beberapa ciri: aépirasi hukum dan politik terintegrasi
menjadi suatu gabungan kekuasaan-kekuasaan, peraturan-
peraturan yang diciptakan berada di bawah asas-asas hukum
dan kebijakan, dan tujuan hukum adalah untuk memberikan
kewenéngan atau kompetensi dalam bentindak.

Pembicaraan tentang hukum seringkali dikaitkan
dengan masalah efektifitas. Soerjono Soekanto mengatakan,
bahwa hukum yang éfektif adalah hukum yang dapat mencapai
tujuannya, vyaitu kedamaian melalui 'keserasian antara

22 gelanjutnya dikatakan,

ketertibann dan ketentraman.
apabila hukum tersebut efektif, maka hal itu berarti
penegakan hukum dilakukan secara adil.?® upaya untuk
melakukan penegakan hukum yang adil tidaklah mudah,
karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas

4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.?*
Untuk memperjelas pengaruh masing-masing faktor

tersebut berikut ini diuraikan secara lebih rinci :

3 goerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintag, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990), Hal. 53
”Soex]onoSockaxno Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal. 5.
# hid. -
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. 1. Faktor Hukum

Faktor hukum vyang dianggap berpengaruh dalam
penegakan hukum_akan ditafsirkan secara sempit, wyaitu
hanya meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan
lain di bawahnya.

Berlakunya suatu undang-undang itu tidak térlepas
dari asas-asas yang tujuannya untuk membuat undang-
undang mempunyai pengaruh yang positif. Jadi keberadaan
asas-asas tersebut juga untuk membuat undang-undang
dapat mencapai tujuannya. |

Suatu undang-undang seringkalil mémerlukan peraturan
pelaksanaan. Hal itu dibutubkan karena undang—undapg
cenderung mengatur suatu permasalahan Yyang sifatnya
umum dan luas, sehingga diperlukan suatu peraturan
pelaksanaa; yang lebih bersifat konkrit. Keberadaan
peraturan pelaksanaan tersebut sangat penting agar
undang-undang Yyang menjadi induknya dapat berlaku.
Mengenai masalah psikotropika, undang-undang nomor 5
tahun 1997 dalam beberapa paéalnya menyebutkan hal-hal
vang perlu diatur lebih lanjut baik dalam keputusan

menteri maupun peraturan pemerintah, antara lain :
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1.Keﬁentu%ﬁ.{lebih lanjut Juntuk penetapan dan
perubahan jenis-jenis psikétropika {(pasal 2 ayat
(4) .

2. Ketentuan cara peredaran psikotropika {pasal 11).

3. Ketentuan. lebih lanjut mengehai penyelenggaraan
rehabilitasi bagi pengguna psikotropika (paéal 39
ayat (4).

4.Taté cara penggunaan dan penentuan prekursor dan

ala£—alat {pasal 44). | |

5. Ketentﬁan lebih lanjut mengenai pengawasan,

bentuk pelanggaran dan penerapan saksinya (pasal
52 ayat (1) dan (2)).

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana
diperintahkan tersebut, akan mengganggu penerapan
undang-undang peikotropika itu sendiri. Dalam
menghadapi kasus yang mengaturannya dalam undang-undang
masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, aparat akan
ragu untuk menerapkan ketentuan yang bersangkutan.

Permasalahan  lain yang dapat  timbul  dalam
menerapkan suatu undang-undang adalah ketidakjelasan
kata-kata Yang dipakai dalam perumusan pasal-pasal
tertentu. Permasalahan tersebut muncul misalnya dalam

penggunaan - kata-kata yang arti/maknanya dapat
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ditafsirkan secara luas, atau kata tersebut merupakan
terjemahan dafi kata asing yang terjemahannya tidak
tepat.

Setiap undang-undang hampir selalu disertai dengan
penjelasan. Meskipun nama dan maksudnya sebagai
penjelasan, seringkali terjadi bahwa penjelasaﬁ itu
tidak juga memberikan suatu kejelasan. Di dalam
penjelasan suatu undang-undang sering ditulis "cukup
jelas", padahal teks undang-undangnya tidak jelas
maksud dan maknanya. Kenyataan seperti itu seringkali
juga.menjadi penghambat dalam penegakan peraturan yang
bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang seringkali
tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada
peristiwén;a. Untuk dapat menerapkan ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang, yang bersifat umum dan
relatif abstrak, pada peristiwa yang konkrit dan
khusus, maka undang-undang itu harus dijelaskan atau
ditafsirkan. Dapat dikatakan, bahwa setiap ketentuan
undang-undang perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar

dapat diterapkan pada peristiwanya. sudikno mengatakan
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bahwa metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk
mengetahui makna undang-undang.®®

Persoalan lain yang berkaitan dengan faktor hukum
adalah masalah sinkronisasi horisontal antara undang-
undang yang satu dengan undang—undang yang lain. Pasal
58 Undang-Undang Psikotropika menyebutkan, 'bahwa
perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih
didahulukan dari pada perkara lain. Persoalan dapat
muncul apabila pengadilan yang mengadili perkara

psikotropika ternyata juga mengadili perkara yang juga

didahulukan, misalnya perkara narkotika. Apabila hal

itu  terjadi, lalu perkara manakah yang harus
didahulukan, perkara psikotropika atau perkara
narkotikanya?
Faktor Pe;egak Hukum

Cakupan pengertian penegak hukum itu cukup luas,
karena dapat meliputi meréka yang secara langsung atau
tidak langsung bergulat di bidang penegakan hukunm.
Dalam tesis ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum
ditegaskan pada kalangan yang secara langsung bergerak

dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini undang-

- undang psikotropika, yaitu polisi, jaksa dan hakim.

23 sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarts : I;il;erty, 1991, Hal, 144,
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Bagli warga masyarakat, sikap dan perilaku petugas,
terutama ketika melaksanakan tugas penegakan hukum,
merupakan hukuml yang tampak dengan nyata. Apabila
petugas, dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan
kekerasan, maka itulah hukum ‘yang dilihat oleh
masyarakat. Sebaliknya, jika mereka melakukan tdgasnya
secara simpatik dan persuasif, maka itu pula yang
merupakan hukum yang nyata. Apabila petugas, ketika
melaksanakan tugasnya, dapat diajak kompromi (disuap)
oleh pelanggar hukum agar kasusnya dihenﬁikan, atau
ketika petugas harus berhadapan dengan pelanggar hukum
yang mempunyai beking kuat, ia (petugas) tidak berani
meneruskan kasusnya, maka itu pula ﬁukum yang dipahami
oleh warga masyarakét. Hukum hanya untuk mereka Yyang
lemah, baik dari segl ekonomi maupun kedudukannya dalanm
masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang kuat dari segl
ekonomi atau posisinya dalam struktur mgsyarakat, hukum
cenderung dapat dilangkahi. |

sudah menjadi rahasia umum bahwa petugas seringkali
menyalahgunakan barang Lukti dari suatu perkara. Dalam
beberapa kasus di Jakarta dan Ujung Pandang, dimana
ada oknum petugas yang mati karena kelebihan dosis atau

ditangkap POM ABRI Kkarena membawa ecstasy, semakin
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menunjukkan bahwa rahasia umum tersebut memang benar

adanya.

palam melaksanakan  tugasnya, seorang petugas
seringkali harus melakukan diskresi. Diskresi itu
sendiri berasal dari bahasa Inggris "diskcrétion“.
Menurut kamus hukum yang disusun oleh ‘Simorangkir,

diskresi - adalah kebebasan mengampbil Kkeputusan dalam

setiap ‘situasi yang dihadapi menurut pendapatnya-

sendiri.?*

Dari pendapat tentang diskresi tersebut dapat
dikatakqn, bahwa diskresi dilakukan dengan tidak
terlepas dari kerangka hukum Yyang berlaku. M. Faal
memberikan contch, sSeorang petugaé yang melepaskan
pelanggar hukum setelah memberikan nasehat seperlunya,
tidak berarti tindakannya itu tidak berdasarl hukum.
Melainkan suatu tindakan dengan menjunjung tinggi
tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap setiap warga
negara.?’

Dilihat dari sudut petugas, diskresi yang dilakukan
ketika menghadapi suatu kasus akan dilakukan dengan
pertimbangan-pertimbangan :pertama, sampai sejauh mana

kadar pelanggaran hukum itu? Apakah termasuk kategori

26 JOT Simorangkir dkk, Kamus Flukum, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), Hal. 45.
27 4 Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi,

(Fakarta : Pradnya Paremita, 1991}, Hal, 16.
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pelanggaran berat, sedang atau ringan? Kedua,
bagaimanakah kebijakan lembaga, pimpinan atau atasan,
baik tertulis maupun lisan terhadap pelanggaraﬁ hukum
tersebut. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan karena
petugas sendiri berada dalam suatu sistem birokrasi
dengan aturan-aturan dan budaya yang ada ditempét itu.
Ketiga, adalah bagaimanakah sikap dan perilaku
seseorangrsetelah melakukan pelanggaran hukum, keempat,
sebagal petugas keamanan dan ketertiban masyarakat,
petugas (khususnya  polisi) akan mempertimbangkan
tindakannya  dari seqgi keamaman. Perbuatan vyang
berpotensi mengancam keamanan akén‘ berpengaruh dalam
menentukan pengambilan diskresi. Resiko keamanan dan

keterlibatan akan selalu diperhitungkan oleh petugas

dalam setiap keadaan, baik demi keselamatan diri

sendiri méupun orang lain.

Selain dari diskresi, kewenangan petugas (polisi)
untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara
sangat besar. Apabila mental dan kepribadian petugas
tidak cukup baik, maka ia akan tergoda untuk melakukan
tindakan-tindakan yang menyelewengkan Kewenangan itu.

Keadaan ini diperkeruh dengan adanya Kkecenderungan
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masyarakat umum untuk | menyelesaikan perkara dengan
jalan damai secara tidak benar;

Dalam melaksanakan tugas, aparat penegak hukum
diharapkan untuk bersikap adil pada semua orang.
Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka polisi tanpa
memandang siapa yang melakukannya seharusnya meﬁgambil
tindakan sesuai dengan peratgran yang ada. Petugas yang
pilih-pilih dalam menegakkan aturan, kemungkinan besar
tidak akan dihormati lagi oleh warga masyarakat.
Kurangnya penghargaan Kepada apa;at tersebut pada
akhirnya juga akan mengurangi rasa hormat dan
penghargaan warga masyarakat pada aturan hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Suatu penegakan hukum memerlukan tersedianya sarana
atau .fasiiitas pendukung agar dapat berjalan dengan
baik. Dalam cakupan pengertian sarana atau fasilitas
pendukung ini termasuk organisasi yang bkaik, peralatan
yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.
Apabila sarana atau fasilitas pendukung tersebut tidak
terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit mencapail
tujuannya.

Hukum dalam arti sempit undang-undang bagaimanapun

bagusnya, tidak berarti sama sekali apabila tidak
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dijalankan. Dibidang hukum pidana, pelaksanaan hukum
secara nyata dilakukan oleh aparat penegak hukum yang
bekerja dalam suatu sistem, yang disebut sebagai sistem
peradilan pidana. Tugas dan kewenangan masing-masing
penegak hukum, yaitu polisi, Jaksa dan hakim, sudah
ditentukan dalam aturan~aturan hukum yang dibuat untuk
itu,

Dalam kasus ecstasy, seperti juga kasus-kasus
pidana pada umumnya, kepolisian merupakan pintu gerbang
pertama yang akan menangani. Untuk itu kepolisian harus
mempunyai sarana atau fasilitas yang memadai agar Kasus
itu segera dapat diproses lebih ‘lanjut. Dalam kasus-
kasus ecstasy yang terjadi di daerah, untuk
menguji/melakukan test apakah suatu pil itu tergclong
ecstasy atau bukan seringkali harus mengirimkan sampel
barang bukti ke pusat (Laboratorium forensik markas
pesar kepolisian) atau ke POM (Pengawasan Obat dan
Makanan) di daerah lain, vyang memakén‘ banyak waktu.
Tidak adanya laboratorium uhtuk menguji barang bukti
pil tersebut di daerah akan menghambat pemrosesan lebih
lanjut suatu kasus. Dalam hal ini polisi Juga

dihadapkan pada terbatasnya masa penahanan yang dapat

dilakukan.
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Unsur dana atau biaya seringkali Jjuga menjadi
kendala bagi polisi dalam wupaya penanggulangan
penyalahgunaan ecstasy. Kasus-kasus peredaran dan
penyalahgunaan ecstasy biasanya terjadi ditempat-tempat
hiburan malam yang untuk masuk ke sana dikenakan angkos
yang tidak sedikit. Disamping itu dalam penyamérannya
sebagai pembeli, polisi juga harus menyediakan dana
tidak sedikit agar pengedar/bandar ecstasy itu percaya.
Dana tidak sedikit itu berkaitan dengan harga ecstasy
vang perbutirnya berkisar antara Rp. 45.000 - Rp.
75.000. |

4. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini vyang dimaksudgan dengan faktor
masyarakat adalah pengaruh-pengaruh dari situasi orang
lain, baik"perorangan, kelompok orang atau masyarakat,
menurut anggapan dan penilaian petugas dalam penegakan
hukum.

soejono Soekanto mengatakan,lbahwa penegakad hukum
perasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaiaﬁ dalam masyarakat.23 warga masyaraka? pada
ﬁmumnya mengharapkan .agar polisi dapat. menyelesaikan

masalah vyang terjadi, mulai dari pertengkaran rumah

8 Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal, 33.
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tangga sampal membekuk penjahat kambuhan. Pengharapan
itu biasanya tertuju pada polisi sebagai lembaga,
sehingga warga masyarakat seringkali tidak mau peduli
apakah petugas yang menangani masalah yang diajukan itu
baru lulus dari pendidikan atau sudah berpengalaman
puluhan tahun. |

Seorang Bintara polisi biasanya berlatar belakang
pendidikan SLTA, setelah beberapa bulan menjalani
pendidikan sebagal polisi langsung diterjunkan ke dalam
masyarakat. Ia akan berhadapan dengan berbagai macam
masalah kemasyarakatan. Masalah-masalah tersebut
.kadangkala pernah dipelajarinya ﬁada waktu menjalani
pendidikan, tetapi seringkali 1ia diharapkan pada
masalah yang justru tidak pernah dipeléjarinya.

peran polisi dalam kehidupan masyarakat itu tidak
lepas dari tugas-tugas polisi. Menurut Gewin, dalam
Momo Kelana, tugas polisi adalah bagian dari tugas
negara perundang-undangan dan peléksanaan untuk
menjamin' tata tertib, kefentraman dan keamanan,
menegakkan hukum negara, menanamkan pengertian ketaatan
dan kepatuhan.?

Menurut Momo Kelana, tugas polisi mempunyai ruang

gerak yang cukup luas, mulai dari tugas pendidikan,
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tugas sosial, tugas yustisial, yang rumusan tugas,
kewajiban dan tanggung jawabnya diatur secara rinci
oleh undang-undang.’®
~Tugas yustisial adalah tugas polisi yang erat
kaitannya dengan penegakan hukurm, terutama hukum
pidana. Cakupan tugas ini mulai dari menangkap pencuri
gampal ﬁembongkar kejahatan perbankan. Tugas sosial
adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian
tujuan nasional. Termasuk dalam tugas ini adalah
memberikan pengawalan péda nasabah bank. Tugas
pendidikan adalah tugas polisi‘yéng perupa bimbingan
kepada masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat. Tugas pengaturan adalah
tugas pengaturan polisi yang lebih bersifat memberikan
pelayanan pada masyarakat, sehingga terwujud tata
kehidupan masyarakat yang teratur, misalnya pemberian
ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.
Dalam kehidupan sehari—ha&i, polisi akan berhadapan
dengan bermacam-iacan manusia dengan latar belakang
maupun sikap dan taat pada hukum dengan kesadaran

tinggi, ada yang mempunyal Kketaatan semu, ada vyang

29 p fomo Kelana, Hulkurg Kepolisian, (Jakerta : Gramnedia, 1694), Hal, 31.
% 1hid, Hal. 35 ' -
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tidak mengacuhkan hukum, bahkan ada yang terang-
terangan melawan hukum.

Kasus ecstasy biasanya terjadi dilapisan
masyarakat menengah ke atas, yang mempunyai sikap,
perilaku dan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat
lapisan bawah. Untuk itu aparat penegak ‘hukum,
khususnya polisi, harus dapat memahami karakteristik
lapisan masyarakat tersebut. hal itu tampak dari
pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa
penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial yang
ada.’?
Masyarakat Indoneéia merupakén masyarakat vyang
majemuk dan sebagian besar tinggal dipedesaan. Masalah-
masalah yang timbul dalam masyarakat yang demikian itu
mungkin lebih banyak memerlukan cara-cara tradisional
dalam pencegahannya. Seorang polisi harus menyadabi dan
memahami kondisi vyang dihadapinya, V§ehingga dalam
bertugas: tidak semata-mata berpegang' pada kekuasaan
formal dan@kekuatan fisik.

Faktor Budaya
Seperti telah disebutkan di atas, penyalahgunaan

ecstasy pada umumnya terjadi pada kalangan menengah ke

3 Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 39.



atas. Mereka ini mempunyai pola dan sikap hidup vyang
berbeda dengan masyarakat lapisan bawah. Agar dapat
dikatakan modern, kaya atau trepdi, mereka tidak segan-
segan melakukan perbuatan yang justru bertentangan
dengan hukum. Sebagal contohnya, pemakalan ecstasy
dikalangan masyarakat ini dianggap sekagail bagiaﬁ dari
gaya hidup yang modern.

Penggunaan ecstasy tersebut sering dianggap sebagai
pagian yang tidak terpisahkan dari dunia hiburan malam
yang gemerlapan, yang dianggap sebagai wujud dari gaya
hidup modern. Dalam hal ini ada semacam toleransi
sosial yang cukup tinggi terhadap penggunaan ecstasy,
terutama pada kalangan muda berduit. Adanya anggapan
pahwa ecstasy merupakan bagian dari gaya hidup itu
tentu akaﬂ menyulitkan aparat penegak hukum untuk
memberantasnya. Sebagal contoh, dalam kondisi krisis
ekonomi yang parahpun polisi telah berhasil menangkap
pengedar ecstasy berikut barang buktinya yang berjumlah
ribuan butir. |

Di dalam kehidupannya, manusia berpegang pada
pasangan nilai-nilai  yang merupakan inti  dari
kebudayaan spiritual. Salah satu dari pasangan nilai-

nilai tersebut adalah nilal kebendaan dan nilai
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keahlakan. Apabila manusia ingin hidup dengan tenteram,
hendaknya ia mengusahakan agar ada keseralan antara
kedua nilai tersebut.?

Penekanan‘ pada nilai kebendaan akan menyulitkan
penegakan hukum mencapai sasérannya. Dalam kondisi
seperti itu ukuran kebersihan atau kesuksesaﬁ akan
dilihat dari\beberapa.uang dimiliki dan berapa kekayaan
yang ada dalam genggaman, yang itu semua dilihat dari
gaya dan penampilan seseorang. Dengan demikian orang,
yang mengutamakan nilai-nilai kebendaan, akan berupaya
untuk tampil dan bergaya sedemikian rupa agar dikatakan
sebagal orang yang B5sukses. Apabiia penggunaan ecstasy
dianggap sebagal bagian agar dikatakan sebagal orang
yang sukses lhidupnya, maka mereka tidak segan-segan
untuk menggunakannya tanpa menghitung resiko yang bakal
dihadapi.

Seperti . diketahui, ecstasy merupakan racikan
farmakologis yang membutuhkan pengetahuan dibidang itu
untuk membuatnya, padahal ‘ kita tahu bahwa 1lmu
pengetahuan | dan teknologi merupakan buah dari
kebudayaan. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi

pukan tidak mungkin untuk dibuat sejenis obat/pil yang

32 goerjono Soekanto, Beberapa Aspek Yuridis Masyarakat, halarnan 153.
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daya pengaruhnya lebih hebat dari ecstasy, tetlapi yang
tidak terjangkau oleh peraturan yané ada karena
peraturan  yang ads, memang tidax mengantisipasinya.
Jadi; dapat dikatakan bahwa kemajuan pengetahuan dan
teknologi, yang merupakan buah dari kebudayaan justru
dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

Dalam pembicaraan mengenail faktor budaya ini perlu
pula diperhatikan masalah budaya hukum atau kultur
hukum berupa sikap dan nilai—nilai' yang berhubungan
dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan
nilai-nilai vang berkaitan dengan tingkah laku yang
berhubungan deﬁgan hukum dan lembaga-lembaganya, baik
secara positif maupun negatif. ’

Dengan demikian, apabila dikalangan penegak hukum
sikap untuk memperalat atau menggunakan hukum demi
mencari keuntungannya sendiri, maka penegakan hukum
akan mengalami kegagalan dalam mep;apai sésaran.
Demikian pula jika pada masyarakat muncul penilaian
terhadap’ hukum sebagai suatu lembaga Yyang hanya
mansengsarakan atau  mendatangkan kerugian, maka

penghargaan'terhadap hukum akan mengalami kemerosotan.




¢. Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Ecstasy

1. Masyarakat Yang Berubah

palam media massa cetak dan elektronik serinhg
diberitakan dan ditayangkan berita tentang penangkapan
dan penahanan terhadap pengedar dan penyelundup
ecstasy, berita tentang penggerebegan di beberapa
discotik dan tempat-tempat umum lainnya, berita ﬁentang
penjatuhan  pidana terhadap  pengedar ' ecstasy/oleh
pengadilan, berita tentang pemakéi ecstasy di kalangan
tertentu, berita-berita tentang komentar, pendapat dan
himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat dan aparat
mengenai ecstasy. Apa yang berlangsung di media massa
tersebut merupakan proses pembentﬁkan "pengetahuan™
hasyarakat mengenai seluk beluk ecstasy, geperti
tantang jehis atau mereknya dengan keampuhannya. Dengan

kata lain inilah proses konstruksi sosial tentang

' realitas ecstasy karena 'pesona'" yang ditawarkan

ecstasy inilah, sehingga berita ecstasy menjadi
komoditi yang sangat menarik bagi bisnis media massa
untuk dijual.

Diakui . atau tidak dalam kenyataan masyarakat
sudah semakin berubah, perubahan dan perkembangan ini

semakin berubah, perubahan dan perkembangan ini semakin
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pesat dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Transparansi, demckratisasi,
HAM, dan liberalisasi menjadi isu-isu yang menonjol di
masyarakat.

pi sisi lain globalisasi dan liberalisasi di
bidang ekonomi menjadikan dunia semakin terbuka dan
meningkafkan lalu lintas barang dan jasa maupun
mobilitas manusia déngan segala dampaknya. Salah
satunya adalah masuknya ecstasy ke Indonesia dalam
jumlah yang cukup besar.

Posisi Indonesia yang sangat strategis bagi
lalulintas perdagangan maupun orang dari suatu negara
ke atau melalui Indonesia, dikaitkan dengan semakin
majunya teknologi di bidang transportasi dan komunikasi
memberikan- dampak pada pencepatan mobilitas orang dan
barang khususnya kegiatan jaringan sindikat
psikotropika antar negara termasuk ecstasy.

Ecstasy menjadi masalah sosial karena tujuan
penggunaannya bersifat non-medis, ecstasy ini telah
dikonsumsi oleh masyarakat dengan akibat negatif bagi
pemakainya. Dengan demikian ecstasy telah disalah
gunakan oleh pemakainya dengan tujuan non-medis untuk

mengubah kesadaran, dan pengaruh yang ditimbulkan
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diharapkan o©leh pemakainya untuk dapat memenuhi
keinginannya.

pPara pengguna menginginkan pengaruh obat yang
menimbulkan rasa gembira, lepas dari rasa cemas,
sensasi mengambang, terbebas  dari rasa susah,
halusinasi, dan sebagainya.

Penggunaan ecstasy semakin meningkat dengan
meningkatnya mobilitas baik fertikal maupun horisontal
yang juga melibatkan orang-orang asing, semakin
komppleks transaksi-transaksi perdagangan di
masyarakat, sikap materialisme yang semakin berkembang,
dan kemajuan teknologi yang sering justru digunakan
untuk alat bantu kejahatan. Dan yané lebih menggejala
lagi adalah kondisi yang tidak menentu dikemudian hari
sehingga orang lari dari kenyataan dan memasuki dunia
obat (ecstasy).

Tempat-tempat  hiburan {(diskotik, pub, atau
hiburan malam lainnya) yang sudah ada hampir di seluruh
kota di Indonesia merupakan tempat yang biasa dilakukan
transaksi pil Lni. Jaringan yang menguasal tata niaga
pil penggairah itu juga tak jarang memanfaatkan awak

pesawat dan jasa angkutan untuk menunjang peredaran.
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Melihat kompleksitas masalah diatas, maka politik
kriminal (eriminal policy) untuk penanggulangannya
harus diorientasikan pada usaha mengatasi kesulitan-
kesulitan. Masalahnya  tidak  sekedar meningkatkan
penegakan hukum (law enforecement), khususnya penegakan
hukum pidana dan pendayagunaan usaha-usaha - untuk
mengurangi kesempatan melakukan perbuatan
pengedaran/transaksi yang ketat, tetapi juga menanamkan
budaya untuk hidup yang dilandasi etika, moral dan
agama.

Sejarah Penemuan dan Penggunaan Ecstasy

Ecstasy adalah nama julukan pagi salah satu jenis
. psikotropika yang merupakan turunan dari ampetamin
dengan nama Methylenedioxy Methamamphetamine yang
disingkét'MDMA dan mempunyai nama sandi lain seperti
XTC, ADAM, ESSENCE "E" dan lain-lain.

pada Tahun 1914 pertama kali digunakan di Jerman
dan digunakan sebagal obat penahan néfsu makan, dan
pada perang‘ dunia ke Il digunakén oleh tentara nazi
untuk meningkatkan moral tempur pasukan. Gelombang baru
penggunaannya telah dilaporkan pada Tahun 1980 oleh
Institute For The Study ©Of Drug Dependence (1SDD)

dimana penggunaan dimasa sebelumnya hanya digunakan
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pada akhir minggu untuk mencari kesenangan di diskotik

telah berubah, dan banyak pemakainya _mempertahankan
situasi kenikmatan vyang diperoleh karena penggunaan
obat’ ini..untuk beberapa hari dan kalangan mahasiswa
menggunakan obat ini sebagai recreational drug.®

Bahan kimia dari ‘obat ini mudah didapaft dan
dimodifikasikan struktur kimianya untuk mendapatkan
bahan aktif lain sehingga karena pémbuatannya melélui
industri gelap maka MDMA yang dihasilkan kurang murni
dan masih mempunyali kandungan bahan kimia lain sehingga
dapat meracuni  tubuh pemakai. MDMA di  Inggris
dikategorikan kelas "A" yaitu obat yang harus diawasi
secara ketat karena banyak disalahgunékan.

pada Tahun 1970 Amerika Serikat menggunakan untuk
' obat sakit'jiwa namun karena cbat ini banyak beredar di
pasaran gelap dan akibat yang ditimbulkan menjadi
masalah sosial di masyarakat maka paga Tahun 1990
Amerika Serikat melarang penggunaannya‘dan memasukannya
ke dalam Undang-Undang Narkotika.

pi  dalam peredarannya di  pasaran Ecstasy
mempunyal banyak sekali ragam maupun nama Yyang

digunakan, yaitu antara lain :

33 Harirnes, 1996, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstagy, Semarang: FPMIPA IKIP, Hal. 2,




- Eva

- Ice

- Adam
-M2M

- MDM

- Inex

- Essence

- Delphin

- Electric

- Tango

- Kepala Indian
- Paman Gober

- Bon Jovi

Halilintar

.Casanova

Meéatrone
Miké Tyson
Dollar
Apple.
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Lumut
Melon
Tiger
Butﬁerfly
D J |
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Dan Efek Penggunaann Ecstasy

Féktor yang mempengaruhli peredaran ecstasy adalah

meliputi

a. Faktor permintaan (demand)

1) adanya pola hidup konsumtif;

2) bagi pengguna yang telah kecanduan {addit) akan

selalu membutuhkan ecstasy:;
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3) penggunaan ecstasy dianggap sebagai trend gaya

hidup modern;

4) adanya informasi yang tidak benar, sehingga banyak

orang yang ingin mencoba ecstasy.

b. Faktor pemasok (supplay)
1) keuntungan yang sangat besar:
2) terdapat peluang untuk pemasaran gelap estasy di
tempat-tempat tertentu;
3) kebijakan pemerintah mengenai pintu masuk bagi
wisatawan;
4) mobilitas perdagangan gelap ecstasy yang semakin

pesat memungkinkan masuknya ecstasy dari wilayah

produsen ke wilayah konsumen.

c. Faktor - pendukung
1) tersedianya tempat hiburan yang’ cukup banyak
memungkinkan untuk penyebaran ecstasy;
2) kurangnya pengawasan dan ionggarnya perizinan usaha
“tempat hiburan;
3) pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di

sebagian masyarakat dan menghamburkannya di tempat-

tempat hiburan;
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4) semakin longgarnya tuntutan kebebasan masyarakat
termasuk hak memakal ecstasy.

5) dibukanya beberapa bandar udara dan laut untuk

pintu masuk ke wilayah Indonesia. | ;

d. Faktor-fakter yang mampengaruhi terjadinya
penyalahgunaan |
1) Individu
- drop out atau dikeluarkan dari sekolah/kuliah;
- frustasi karena tidak dapat mendapatkan
pekerjaan;
- kurangnya informasi mengenai bahaya

penyalahgunaan psikotropika;

- sifat remaja ‘yang masih mudah terpengaruh

teman/lingkungan.

2) Keluarga

- hubungan keluarga yang kurang/tidak harmonis;

- kurangnya pengawasan terhadap anak;

- kurangnya komunikasi antara orang tua dengan

anak;

- sikap orang tua dalam memanjakan anak Yyang

berlebihan.

3) Lingkungan Masyarakat
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- adanya sebagian masyarakat yang tidak peduli
terhadap penyalahgunaan psikotropika (ecstasy);

- semakin maraknya tempat-tempat hiburan malam;

- pola hidup konsumtif masyarakat kota-kota besar
sehingga ingin mencoba sesuatu yang baru.

Efek penggunaan ecstasy tergantung kepada"jumlah
dosis, .cara pemakaian, adanya penggunaan cbat lain
secara bersama, kesehatan, berat dan ukuran orangnya,
keadaan kejiwaan, penggunaan obat sejenis dalam jangka
waktu yang lama, penggunaan secara sendiri, kelompok,
di rumah atau di pesta.

Dampak negatif penyélahgunaan psikotropika pada
umumnya dan ecstasy khususnya secara’umum dapat mengena
paik terhadap penyalahguna, terhadap keluarga, terhadap
lingkungaﬁ' masyarakat, dan terhadap bangsa serta
negara.’?

a. Terhadap Penyalahguna .
1) merusakkan barang-barang keluarga;ll
2) semangat belajar atau bekerja menjadi menurun;
3) menjadi bersikap masa bodoh.

pb. Terhadap Keluarga

1) merusakkan barang-barang keluarga:

¥ rusdihardjo, 1997, Penga
Penanggulangannys, Jakarta: M&BES POLRI, Hal S




73

é)tidak segan menjual barang milik keluarga untuk
membeli ecstasy;

3) tidak lagi menjadi sopan dan santun;

4) mencemarkan nama keluarga.

¢. Terhadap Lingkungan Masyarakat

1) mengganggu ketertiban umum;

2) membahayakan keselamatan orang lain;

3) tidak segan mengambil harta milik orang lain;

4) tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku di
masyarakat. |

d. Terhadap Bangsa dan Negara

1) rusaknya generasi muda'pewaris-baﬁgsa dan hegara
yang seyogyanya siap manerima  tongkat alih
generagi;

2) hilangnya rasa patriotisme, semangat juang yang
pada akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak
tertentu untuk menghancurkan negara:

Anityo Mochtar mengatakén, ecstasy  sebagal
turunan dari amfetamin adalah obat perangsang otak yang
kuat, tidak kalah kuatnya dengan kokain. Efek ecstasy
vang bisa ditimbulkan adalah suatu rasa senang, gembira
dan pemakaiannya memperoleh kepuasan. Keadaan ini dalam

istilah medis disebut euphoria (efori). Di samping efek
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halusinasi, ecstasy juga mempunyai efek toksik berupa
akibat yang merugikan yaitu menjadi lebih mudah
psikotik;. hipertermi dan  dapat berakhir dengan
kematian.?®

pDari akibat yang ditimbulkan maka penyalahgunaan
pil ecstasy dapat disimpulkan adanya unsur’  yang
membahayakan terhadap keselamatan ‘jiwa manusia dan

apabila dibiarkan maka berdampak terhadap proses

pembangunan nasional.®®

Terhadap bahaya penyalahgunaan pil ecstasy dan
obat-obatan terlarang lainnyé organisasi PBB yang
pergerak dibidang kesehatan World Health Organization
(WHO) mengingatkan akan bahaya antara lain dapat
berakibét 2
1. an oveﬁpowering desire or need (compulslon} to

continuye taking the drug ti obtain it by any means:
2. a tendency to increase the dose; | .
3. a psycic (psychological) and genefaily a physical
' dependence on the effects of the drug;

4. an effect detrimental to the individual and ti

society.”’

35 Anityo Mochtar, 1996, Prediksi J Pagal-Pasal d -Updang Laimya Terhadap
'Pengedar dan Penyalehguna Pil Ecetasy, Semerang: LP2M-UNS, Hal. 2.
Heris A3, 1996, Op Cit, Hal. 4.4

¥ gawin M. Schur, 1990, Creme Without Victims, New jersey: Prentice Hall, Hal. 122.
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Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy

Penggunaan pil ecstasy apabila dilakukan secara
terus menerus akan menimbulkan ketergantungan psikis
maupun phisik disamping toleransi yaitu suatu keadaan
dimana pemakai ingin selalﬁ ‘menambah/meningkatkan
dosis/jumlah pemakaian pil ecstasy guna mempercleh efek
yang sama {proses pengebalan) .

Harga sebuah pil ecstasy rélatif mahal, mula-mula
pisa dibeli, namun akibat pengaruh pil ecstasy’ itu

sendiri vyang menimbulkan efek ketergantungan dan

" toleransi, akhirnya kebutuhan akan ecstasy pada tubuh

akan menuntut lebih banyak dari pemakaian semula/éwal,

sehingga biaya untuk membeli pil ecséasy pun meningkat.

Keadaan seperti ini yang membuat para pengguna ‘sering

mengambil jalan pintas antara lain :

a berlakp bohong kepada orang tua, saudara atau kawan
dengan maksud untuk memperoleh uang gJuna membeli
ecstasy atau sejenisnya;

b. melakukan berbagai tindakan penipuan;

¢. mencuri, merampok dan mencépet tanda mengenal rasa
takut dan bersalah, karena dorongan. keinginan untuk

segera memperoleh uang lebih besar daripada berpikir

[GPT-PUSTAR- R
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tentang akibat perbuatan melanggar hukum Yyang

dilakukan;

d. sebagai pembunuh bayaran guna memperoleh imbalan,
juga sering dipakai oleh pelaku kejahatan sebagal
sarana untuk melakukan aksinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
pemakaian ecstasy bila dikaitkan dengan kriminalitas,
dapat dibedakan menjadi dua pengaruh, yaitu :

a Pengéruh langsung
Selama ecstasy beraksi pada tubuh, pengguna akan
mengalami - perubahan terhadap alam perasaan dan
tingkah laku yang disertai dengan halusinasi dan
illusi... Dalam keadaan demikiaﬁ orang tersebut
berbahaya apabila :

1. mengemﬁdikan/mengendarai mobil/sepeda motor;

2. mudah marah/tersinggung apabila diganggu sehingga
sering terjadi perkelahian sampal, timbul korban
luka atau mati; |

3. melakukan over dosis dengén maksud :

- memperoleh reaksi yang cepat dan afek yang luar
piasa sampai terjadi kematian;
~ sengaja bunuh diri karena berbagai masalah, ia

peranggapan bahwa  bunuh diri dengan cara
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menenggak ecstasy  yang berlebihan, sebelum
meninggal dunia akan mengalami kegembliraan yang

luar biasa sehingga matinya tidak terasa.

b. Pengaruh tidak langsung

Terjadinya kriminalitas disini bukan akibat pengaruh

langsung dari reaksinya ecstasy dalam tubuh,' namun

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, vyaitu :

L.

untuk memperoleh uang guna membeli ecstasy.dengan
terpaksa berbuat  bohong, melakukan berbagai
penipuan, mencuri, mencopet, dan seterusnya;
psikotropika termasuk di dalamnya ecstasy sering
digunakan sebagal sarana kejahatan dalam bus-bus
malam atau di kamar-kamar hotel;

sebagai sarana- melakukan tindak pidana kesusilaan

dan .perkosaan;

. pembunuhan perencana antar sindikat pengedar

ecstasy karena saingan.’®

Dasar Hukum Penindakan Penyalahgunaan Ecstasy

Dalam menanggulangi pengedar dan penyalahguna pil

ecstagy dengan menggunakan sarana hukum pidana maka

ljebih dahulu harus diketahui bahwa fungsi hukum pidana

adalah melindungi kepentingan hukum antara lain hak

milik, nyawa, tubuh dan kesehatan seseorang, melindungi
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kepentingan masyarakat, kepentingan umum serta
melindungi kepentingan “negara. Atas dasar itu maka
hukum pidana masih memiliki dasar pembenar untuk
dipakai dalam menanggulangi penyalahgunaan pil ecstasy.
Ada beberapa peraturan hukum pidana dan peraturan
lain yang mencantumkan sanksi pidana  guna
penanggulangan penyalahgunaan pil ecstasy.
a. Pasal dalam KUHP
Pasal 204 KUHP
1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau
mempbagi-bagikan barang, Yyang diketahui  bahwa
membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal
sifat berbahaya itu tidak. diberitahukan, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika -ﬁérbuatan mengakibatkan ﬁatinya orang, yang
persalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara selama waktu tertentu paling lama
dua puluh tahun.
Pasal 205 KUHP
1. Barang siapa karena kealpaannya menyebakkan bahwa
barang-barang Yyang berbahaya ‘bagi nyawa atau

kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-

38 Harimas, AS, 1996, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Op Cit, Hal. 5.
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bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh
yang membeli atau yang mémperoleh, diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
kurungan paling lama enam bulan atau denda paling
banyak tiga ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang; yang
bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu

tahun.

b. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
1. Pasal 80 ayat (4) huruf b
Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan
obat ”yang tidak memenuhi . standar farmakope
Indonesia dan atau bukustandar lainnya sebagaimana
yang disebutkan Pasal 40 éyat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima 'belas tahun dan

pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

2. Pasal 81 ayat 92) huruf c
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan

farmasi dan atau alat ‘kesehatan tanpa izin edar

sebagai mana dimaksud dalam pasal 41 (1) dipidana
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1. Tujuan pengaturan dibidang psikotropika adalah :
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dengan pidana penjara paling lama tujuah tahun dan

atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,-

. Pasal 41 ayat (1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan
setelah mendapat izin UU RI No. 23 Tahun 1992

tentang kesehatan.

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam Undang-undang ini antara lain diatur bahwa :

a) menjamin ketersediaan psikotropika - guna
kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pehgetahuan;

b) mencegah terjadinya penyalahguﬁaan psikotropika;

¢) memberantas peredaran gelap psikotropika (pasal

3.

. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan ., dan/atau ilmu

pengetahuan (Pasal 4 ayat 1);

. Psikotropika golongan I hénya dapat digunakan untuk

kepentingan medis  yang sangat terbatas dan
dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus
untuk itu oleh menteri (Penjelasan Pasal 4). Selain

penggunaan sebagaimana dimaksud di atas
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Psikotropika golongan I dinyatakan sebagal barang

terlarang.

. peredaran psikotropika terdiri dari penyaldrén dan

penyerahan setelah terdaftar pada Departemen yang

pertanggung jawab dibidang kesehatan (Pasal 8 dan'

9);

. Pengguné Psikotropika han}a dapat memiliki,

menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan dalam

rangka pengobatan dan/atau perawatan (pasal 36).

Psikotropika sebagaimana dimaksud di atas harus

diperoleh secara sah.

pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap segala kegiatan Yyang berhubungan dengan

psikotropika diarahkan untuk : (Pasal 46).

a) terp;nuhinya kebutuhan psikotropika guna
kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu
pengetahuan;

b) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;

¢) melindungi masyarakat ‘dari segala kemungkinan
kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau
bahaya atas terjadinyé penyalahgunaan;

d) memberantas peredaran gelap psikotropika;
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e) mencegah pelibatan anak vyang belum berumur 18
tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau
peredaran gelap;

f) mendorong dan menunjang kegiatan penelitian,
pengembangan dibidang psikotropika guna

kepentingan pelayanan kesehatan.

. Barang siapa menggunakan psikotropika, memproduksi

dan atau menggunakan dalam proses produksi,
mengedarkan, mengimpor, secara tanpa hak memiliki,
menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp.
750.000.000,- (Pasal 5% (2));

Jika tindak pidana sebagal mana dimaksud di atas
dilakukan secara terorganisir dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara. seumur hidup atau
pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 750.000.000,- (Pasal 59 (2)):

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh
korporasi, maka yang dipidana selain pelaku, kepada
korporasi dikenakan pidana denda sebesar 5 milyar
rupiah {(Pasal 59 (3}). :

Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang
ditetapkan dalam Pasal 12 (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling
banyak Rp. 100.000.000,-. Untuk vyang menerima
penyaluran diancam pidana penjara maksimal 3 tahun
dan denda paling banyak Rp. 60.000.000,-

Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang
ditetapkan dalam pasal 14 (1 dar 2) diancam pidana
penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak
Rp. 60.000.000,-. Untuk yang menerima penyaluran
diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan
denda maksimum Rp. 60.000.000,-
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8. Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan
dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah
dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 20.000.000,- |

9, percobaan atau perbantuan untuk melakukan 'tindak
pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak

pidana tersebut dilakukan (Pasal 69).




BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini akan disajikan hasil penelitian di lapangan
serta akan dianalisis bagaimana persepsi masyarakat,
pengedar, pengguna dan penegak hukum tentang ecstasy serta

upaya penanggulangan penyalahgunaan ecstasy, termasuk di

dalamnya upaya pehegakan hukumnya.

Sebagaimana . diketahud, persepsi adalah sebagai

pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan

pengetahuan melalui indera, atau sebagaimana diartikan oleh

Gibson sebagai proses pemberian arti terhadap lingkungan.?
persepsi juga dapat dikatakan sebagai tanggapan kita

terhadap berba@ai gejala di luar diri melalui pancaindera,

tetapi pengertian Yyang kita bangun mengenal lingkungan
sekitar itu bukan hanya merupakan hasil penginderaan semata-

mata, karena adanya unsur interpretasi atau penafsiran

terhadap rangsang-rangsang yang kita terima. Interpretasi ini

akan menyebabkan kita menjadi subyek bagi pengalaman kita

sendiri. Rangsang-rangsang yang kita terima tersebut

menyebabkan timbulnya pengertian tertentu tentang lingkungan
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sampail rangsang-rangsang itu disadari dan dimengerti. Oleh
karena itu ada yang nengatakan persepsi sebagal penafsiran
terhadap pengalaman '(the interpretation of experience).z
Dengan demikian, persepsi sebagai proses pengamatan seseorang
dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar,
cakrawala berpikir serta pengetahuan seseorang. Selanjutnya
memberikan bentuk struktur terhadap apa Yyang dilihatnya

sehingga timbul ide dan konsep.

A. Persepsi Masyarakat Tentang Ecstasy

Gambaran umum tentang ecstasy adalahksalah satu jenis zat
atau obat yang diatur dalam undang—undaég. Ecstasy berbeda
denga narkotika, pil ini mempunyal efek psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut Undang-Undang psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997),

‘ecstasy termasuk zat psikotropika golengan I dengan nhama

kimiawi MDMA (Methilene piamphetaminine Met Amphetamin), dan

unsur dasar MDA, yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan

secara bebas.

! Gibson dan Donnely, Organisasi Manajemen dan_Perilaku (Terjemahan Karta Sspoetra). (akerta :

Airlangga, 1988), halaman 32.
2 frwanito, Psikologi Umum, (Jakarta : APTK, 1988), halaman 17. -
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Dari  interpretasi  terhadap Pasal 3 Undang-Undang
Psikotropika tersebut, ecstasy hanya boleh digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dalam
makalahnya, Kapeolda Jateng menyebutkan bahwa pada tahun 1914,
ecstasy pertama kalinya digunakan di Jerman sebagéi obat
penahan nafsu makan untuk kepentingan diet kegemukan.3

Ecstésy merupakan turunan dari amphetamin yang pada
umumnya merupakan obat perangsang. Secara sentral, susunan
saraf kita dirangsang sehingga lebih cepat bekerija. Dengan
merangsang susunpan saraf  yang disebut simpatis, maka
psikomotorik yakni psikis dan otot-otot kita makin cepat
bekerja. Orang yang semula mengantuk, megjadi lebih bangun.
Orang vyang lemas, merasa seperti lebih kuat karena mampu
bergerak terus."

Dalam penelitian didapat hasil bahwa masyarakat mempunyal
persepsi yang negatif terhadap penggunaan pil ecstasy. Dari

hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh data bahwa

penggunaan pil ecstasy dapat berakibat :

3 Yarimas. AS, Kriminalitas Akibat Pengaruh Hestasy, Makalzh Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy,
Semnarang, 1996, halaman 2. o
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a.merubah pola pikir generasi muda ke arah yang negatif,
dalam hal ini diumpamakan dalam sikap apatis, lari dari
masalah, dan bersifat egois;

b.rusaknya nilai-nilai dalam masyarakat, khususnya generasi
muda bangsa;

c.mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan lain;

d.merusak sendi-sendi kehidupan keluarga yang baik.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa sebagai suatu
proses pengamatan, persepsi dipengarubl antara lain oleh
faktor pengetahuan. Selama ini anggota masyarakat hanya
mengetahui bahwa ecstasy berdampak = negatif saja bagi
penggunanya, padahal seperti telah disebut dalam Pasal 3
Undang-Undang Psikotropika, obat-obatan pssikotropika dapat
bermanfaat bagi-kesehatan (untuk keperluann diet) dan bagi
ilmu pengetahuan. Tidak diketahuinya manfaat obat-obatan

psikotropika oleh masyarakat mungkin karena selama ini

pihak-pihak yang berwenang mengontrol, mengawasi, dan

mengendalikan pembuatan dan penggunaan obat psikotropika
cenderung memberikan penekanan pada akikat-akibat buruk dari
obat-obatan  tersebut. Di samping itu dalam berbagai
penyuluhan dan penerangan yang dilakukan oleh penegak hukum

selalu ditekankan pada dampak negatif dari obat-obatan
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selalu ditekankan pada dampak negatif dari obat-obatan
psikotropika serta sanksi hukum yang dapat diterapkan Jjika
terjadi penyalahgunaan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor '5 * Tahun 1997
dinyatakan, bahwa penyalahgunaan psikotropika tidak saja
merugikan mereka yang mengkonsumsi, tetapi Jjuga be?dampak
pada sosial,_:ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga
merupakan ancaman bagi kehidupan bapgsa dan negara.

Berangkat dari persepsi yang negatif tersebut di atas,
maka timbul sikap dan tindak masyarakat yang tidak kompromis
terhadap penggunaan pil ecstasy. Sikap demikian terlihat dari

data sebagai berikut.

Dari persepsi masyarakat, khususnyé kalangan pemuda,
mengenal penyalahgunaan ecstasy didapat berdasarkan informan,
nenyatakan bahﬁa penyalahgunaan ecstasy merupakan urusan
pribadi dari orang Yyand bersangkutan sehingga orang lain
{termasuk penegak hukum) tidak perlu mengurusinya kargna
masih ada urusan lain yang perlu ditangani éleh penegak hukum
(polisi) itu. Kemudian ada maéyarakat menganggap bahwa

penyalahgunaan ecstasy nerupakan urusan polisi (penegak

hukum) semata, bukan urusan nasyarakat pada umumnya, sehingga
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apakah terhadap pelakunya akan ditindak atau tidak itu urusan
polisi. yang menangani kasus tersebut. Sedangkan masyarakat
lainnya menyatakan bahwa penyalahgunaan ecstasy di samping
merupakan urusan polisi (penegak hukun), juga merupakan
urusan nmasyarakat pada umumnya, sehingga pemberantasannya
nmenjadi tanggungjawab bersama polisi dan masyarakat, artinya
masyarakat perlu untuk diikutsertakan dalam penanggulangan
ecstasy tersebut.

Sikap tidak komprominya masyarakat terhadap penggunaan
ecstasy tersebut kemudian juga tercermin dari éersepsi
masyarakat terhadap sanksi yang harus dijatuhkan. Dalam hal
ini masyarakat menginginkan penjatuhan sanksi vang Dberat,
seperti terlihat dari data di bawah ini.

sesuai dengan data di atas, pada data berikut tampak
persepsi masyarakat mengenai sanksi‘ yang harus diterapkan
pada pelaku (pengedar dan pengguna secara tidak sah)
kejahatan ecstasy. Dari beberapa informan, ada yang
ﬁenyatakan pahwa pengguna ecstasy tidak perlu ditindak. Hal
itu sesuail dengén persepsi responden bahwa penyalahgunaan
ecstasy merupakan urusan diri pribadi pengguna. Kemudian

masyarakat lainnya menyatakan bahwa pelaku kejahatan ecstasy




harus diberi sanksi vyang berat. Jawaban itu sekaligus
menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat pada umumnya terdapat
semacam semangat balas dendam terhadap setiap tindak pidana.
Dalam hal ini masyarakat baru puas jika pelaku tindak pidana
dijatuhi sanksi yang berat. Ada masyarakat yang menyatakan
bahwa pelaku kejahatan ecstasy cukup dibina dan diai:ahkan.
Mengenai lembaga atau pihak yang diberi tugas untuk ﬁembina
atau mengarahkan pelaku itu diserahkan kepada lembaga atau
instasi resmi pemerintah, apakah itu polisi atau lembaga
resmi lainnya. |

pari data di atas, terlihat bahwa sebagian besar
masyarakat menginginkan adanya sanksi yang berat bagi para
pelaku kejahatan ecstasy (pembuat, pénggdar, dan pengguna
ecstasy) . Keingiﬁginan masyarakaf tersebut sejalan dengan
rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Psikotropika (UU
No. 5 Tahun 1997).
‘Pasal 59
(1) barang siapa :

a. menggunakan psikotropika golongan I;

b. memproduksi dan atau menggunékan dalam proses produksi;

¢. mengedarkan psikotropioka golongan I dengan tidak

memenuhi ketentuan? atau
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d. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa
psikotropika golengan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun,

paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000, -

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dilakukan
secara terorganisir, dipidana dengan pidana mati atau
pidana penﬁara seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 20 tahun dan pidané denda sebesar Rp. 750.000.000.
Adanya persepsl dari masyarakat tentang ecstasy seperti

tersebut di atas sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk
mendorong peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan
penyalahgunaan ecstasy. Dengan demikian, masyarakat harus
diajak untuk bekerja sama atau diberi kesempatan yang seluas-
luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya
pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

wWwujud peran _sgrta masyarakat tersebut antara lain dapat

berupa :

a. wajib nmlapofkan kepada pihak yang perwajib Jika
mengetahui tentang penyalahgunaan psikotropika. Pelapor
sebagaimana dimaksud di atas perlu mendapat jaminan

keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang:
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b. membantu memperikan informasi tentang bahaya
penyalahgunaan ecstasy, melalul pertemuan-pertemuan

keagamaan maupun pertemuan warga pada umumnya.

Peran serta masyarakat tersebut sebetulnya telah diatur

dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahupn 1997, namun
demikian aturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Yyang

mestinya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 54 ayat

(4)) sampai saat ini belum ada.

Idealnya, peran serta masyarakat dalam upaya

penanggulangan penyalahgunaan ecstasy tersebut dilakukan

dengan kesadaran sendiri, tetapl dengan adanya Undang-Undang
Psikotropika dan dirumuskannya sanksi pidana bagi mereka yang
tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan

psikotropika sedara tidak sah, maka peran serta magyarakat

menjadi bersifat imperatif.

peran serta masyarakat yang persifat imperatif tersebut

selain harus dimbangi dengan sosialisasi tentang ecstasy dan

bahaya penyalahgunaannya, juga dituntut adanya

profesionalisme, dedikasi, dan keseriusan aparatur penegak

hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan ecstasy. Dengan

demikian selama penegak hukum sendiri sering terlibat kolusi
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atau menjadi beking peredéran ecstasy, maka sulit diharapkan
adanya penanggulangan yang efektif, |

Dalam pemberitaan media  massa sering disebutkan
keterlibatan aparat penegak hukum, baik dalam peredaran gelap
maupun dalam penyalahgunaan ecstasy, yang terungkap -setelah
diadakan razia gabungan. Hal ini dapat mengakibatkan sirnanya
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

pari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat
diperoleh kesimpulan bahwa panyaknya penyalahgunaan ecstasy,
khususnya dikalangan remaja dan mahasiswa, adalah karena hal-
hal sebagai berikut
1. Karena faktor rumah tangga/keluarga;

Pengaruh faktor rumah tangga atau keluarga terhadap
anak sangat besar. Sangat sukar dipisahkan antara faktor
rumah tangga orang tua dengan diri anak, khususnya dalam
membentuk kepribadian.

Barne Teeters antara lain mengatakan :J"Ihe home 1is the
cradle of human personality™..........c..- each person,

From the moment of birth is deeply influenced by the people

around him".! Dengan demikian, sejak seseorang dilahirkan -

ia telah dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Baik

4 Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Angk/remaja, (Bandgng . Armico, 1983), halaman 54,
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buruknya pengaruh tersebut akan berlanjut pada bagaimana
sikap dan tingkah laku anak tersebut kelak dikemudian hari.

Apabila pengaruh yang datang dari masalah keluarga ini
dikaitkan dengan  kejahatan, Ruth Cavan mengatakan :" The
family 1s ;-esponsible for delinguency begins at home ",?
Mengingat beétapa pentingnya peranan rumah tangga/keluarga
dalam pembentukan kepribadian anak, maka harmonisasi atau
kerukunan pergaulan orang tua perlu dijaga.
Karena pengawasan yang lemah

Kesipukan orang tua untuk mendapatkan materi serta
perubahan kehidupan masyarakat dari yang bersifat komunal
menjadi bersifat individual, menjadikan tingkat kepedulian
dan kasih sayang, khususnya ’terhadap anak dan remaja
menjadil berkurahg. Pengawasan masyarakat terhadap perilaku
yang melanggar norma-ncrma kemasyarakatan menjadi semakin
longgar. Dengan kata lain, masyarakat semakin permisif
terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang;

Faktor pengetahuan dan pendidikanlmoral agana

Faktor pengetahuan dan pendidikan moral agama

sedemikian pentingnya dalam mencegah timbulnya perilaku

menyimpang, sehingga dapat dikatakan sebagali "the basic

> Ibid, halaman 55.
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condition for an effective program  for Jjuvenile
delinguency”.

Dengan cukupnya pengetahuan dan informasi tentang
segala sesuatu yang perkaitan dengan ecstasy dan bahaya
penyalahgunaannya, serta kuatnya bekal moral agaﬁa yang
diberikan kepada anak, diharapkan dapat menjadi sandaran
dalam melakukan pilihan sikap “dan perilakunya dalam
masyarakat.

Faktor lemahnya sanksi yang dijatuhkan

Sebelum keluarnya Undang-Undang Psikotropika pada
tanggal 11 Maret 1997, seolah-olah tidak ada dasar hukum
yang kuat, yang dapat dipakai seﬁagai dasar untuk
memberantas pembuatan, peredaran dan penggunaan ecstasy
secara tidak” sah; pada waktu 1itu dipakal Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 80
ayat (4) huruf b, Pasal 81 ayat (2) huruf ., dan PERMENKES
R.I Nomor 124/Menkes/Per/II1/1993, yang. sifatnya' sangat
umum. Dengan cdemikian, pemakaiah dasar-dasar hukum tersebut

seperti dicari-cari sehingga sering menimbulkan polemik.




B. Persepsi Penqedér Tentang Ecstasy

Dari hasil penelitian terhadap pengedar selaku informan,
pada umumnya mereka mengerti bahwa ecstasy adalah suatu jenis
obat vyang dapat mendatangkan bahaya dan kerugian pada
xesehatan, apabila digunakan secara tidak benar. Di samping
itu mereka Jjuga nengetahui bahwa penyalahgunaan ecstasy
merupakan hal‘yang terlarang, baik menurut norma hukum maupun
norma-norma yang lainnya. Meskipun demikian, bagi pengedar,
jual bell ecstasy merupakan bisnis yang dapat mendatangkan
keuntungan sangat besar dalam waktu yang singkat.

Ada beberapa faktor vyang mendorong seorang pengedar
ecstasy tetap melakukan bisnis ilegalnya itu, antara lain :
a. keuntungan yanga besar; |
b. mendapatkan uang dengan mudah;

c. mudah mendapétkan pelanggan;
d. menambah pergaulan;

e. dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

Dari alasan-alasan Yyang dikemukakan oleh para pengedar

tersebut, dapat diketahui Dbahwa ' faktor mencari keuntungan

(profit oriented) adalah yang paling dominan. Dengan

demikian, motivasi vyang cenderung bersifat egois yaitu
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mencari keuntungan yang besar telah mengalahkan kepentingan
umuﬁ,‘yang dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara akan
tersedianya sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang
sehat jasmani-rohani.

Dalam istilah Soerjono Soekanto, pengedar aéstaéyv yang
bersifat profit oriented tersebut dapat digolongkan sebagai
orang yang lebih memuja nilai kebendaan dibandingkan nilai
keahklakan.® Mereka ini cenderung wmenganggap bahwa hidup
adalah untuk mencapai kedudukan yang menunjukkan prestise
tertentu. Masa depan tidak begitu diperhatikannya, oleh
karena itu mereka kurang memperhatikan akibat-akibat dari
tindakannya. Dalam pergaulan hidup, &ereka hanya akan
memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang dapat
menghasilkan ke&ntumngan materiel.

Masalah pgnyalahgunaan obat-obatan bukan hanya merupakan

masalah negara Indonesia, melainkan sudah menjadi masaalah

masyarakat internasional. Berkaitan dengan itu, Konggres PBB

ke-6 ‘pada tahun 1980 tentang Crime Prevention and The
Treatment of Offenders antara lain mengemukakan, bahwa salah

satu penyebab utama kejahatan di banyak negara adalah adanya

§ ' Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung : Alurnni, 1983), halaman 19.
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ketimpangan s;sial, standar hidup yang rendah, pengangguran,
dan kebodchan. Oleh karena itu dihimbau kepada semua negara
untuk menghapus faktor-faktor  vyang dapat menimbulkan
kejahatan itu.
salah satu karakteristik kejahatan ecstasy, apakah itu
pembuatan, peredaran maupun penggunaan secara ‘tidak sah,
adalah bahwa kejahatan tersebut lebih merupakan urban crime,
karena kejahatan lecstasy Jebih banyak terjadi di daerah
perkotaan. Dalam hal ini pada Konggres PBB ke-8 tahun 1990 di
Havana, Kuba, Adiidentifikasikan  faktor-faktor kondusif
penyebab kejéhatan, khususnya dalam masalah urban crine,
antara lain |
1. kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketiadaan/kekurangan
perumahan yané layak, sistem pendidikann serta pelatihan
yang tidak cocoX;
2. meningkatnya jumlah penduduk, sepya memburuknya
perekonomiaﬁ dan ketimpangan sosial;
3. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. rusaknya identitas budaya asli;

5. menurunnya kualitas 1ingkungan perkotaan yand mendorong

meningkatnya kejahatan;
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¢. penyalahgunaan alkohol, obat bius, narkotika dan lai-lain
zat adiktif;
7. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya
perdaganganwobat bius dan obat~obatan terlarang lainnya.
Faktor-faktor kondusif tersebut sedikit banyak sesual
dengan keadaan di Tndonesia pada saat ini. Seperti vyang
dikemukakan oleh Kapolri pada waktu 1itu dalam Seminar
internasional ke-2 tentang Urban Crime di Yogyakarta, bahwa
xecenderungan munculnya bentuk-bentuk kejahatan di kota-kota
Indonesia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memberi
peluang untuk melakukan kejahatan.’
peredaran ecstasy biasanya dilakukan dengan cara berantal
dan terselubung, dengan mata rantal yang bersifat piramidal
sebagail berikut :
1. Pemilik kaéital (Big Boss)
2. Penghubung-penghubung
3. Pengawal, Pembawa
4. Bandar besar
%, Bandar kecil

6. Agen

7 | Yunarto, Arti_dan DarnpakSiskam Swakarsa Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Perkotaan,
(Yogyakarta : Serninar Internasional tenteng Urban Crime, 1 993), halaman 3.
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7. Konsumen (yang dibatasi lingkupnya dalam sel-sel
peredarannya) .
Tempat-tempat yang biasanya dipakai sebagai transaksi
ecstasy antara lain: diskotik, night club, tempat hiburan
malan hari, bar, terminal, hotel dan lain-lain. Adapun yang
menjadi sasaran peredaran ecstasy pada umumnya adalah
generasi muda yang dilatarbelakangi berbagal alasan, antara
lain
1. untuk memperlihatkan sikap protes
2. over kompensasi Lterhadap perasaan gelisah, tegang,
kekecewaan yang mendalam, menghadapi  persoalan yang
dianggap buntu pemecahannya. |

3. ingin memperoleh pengalaman baru (coba-cobal

4. solidaritas ﬁergaulan yang keliru.

§. ikut-ikutan.

6. ingin disebut kaya, modern , dan gaya.

pari hasil penelitian diketahui bahwa sébenarnya pengedar
mengetahui dan _menyadari efek negatif darli penggunaan
ecstasy, tetapl kesadaran tersebut dikalahkan oleh keinginan
untuk mendapatkan untung yang pesar secara cepat. Hal itu

tampak dari data di bawah.

. i T

TPT-PUSTAR-THRT
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Dari Jjawaban para pengedar gelap ecstasy selaku informan
awal yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy dapat
mengakibatkan kegelisahan pada 'bengguna, di samping 1itu
pengguna cenderung berbicara secafa kacau. Dengan demikian
pengguna ecstasy (pada waktu " on ") cukup sulit diajak
perkomunikasi oleh orang lain. Hal itu berkaitan juga dengan
pengedar lainnya yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy
dapat mengakibatkan pengguna menjadi tidak dapat
mengendalikan diri dan depresi. Bahkén dalam makalahnya,
Harimas mengatakan bahwa karena tidakl dapat mengendalikan
diri, seringkali pengguna meﬁjadi mudah tersinggung akibatnya
akan menjadi mudah terjadi perkelahian..Kemudian ada pengedar
yang menyatakan bahwa penggunaan ecstasy dapat mengakibatkan
xematian pada penggunanya, terutama Jjika terjadi kelebihan
dosis.

Dari data tersebut semakin tampak, bahwa sebenarnya
pengedar mengetahui efek negatif dari penggunaan ecstasy,
meskipun demikian pengedar tetaﬁ saja mau menyediakan ecstasy
bagi pelanggannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa pengedar

tidak mau peduli atau tidak bertanggungjawab atas efek
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negatif, bahkan sampai pada kematian, Yyangd diderita' oleh
penggunanya. Sikap itu muncul mungkin karena pengedar sendiri
tidak merasakan efek negatif dari penggunaan ecstasy
tersebut.

Disamping itu pengedar juga menyadari pahwa penggunaan

ecstasy dapat menjadi faktor kriminogen, artinya  dapat

menimbulkan rangsangan bagi trimbulnya kejahatan lain seperti

pemerasan, penganiayaan, penipuan, pencurian, dan bahkan
penmbunuhan. Pendapat tersebut tampak pada data di bawah ini.
‘Pengaruh penggunaan ecstasy terhadap munculnya kejahatan
lain didapat informan sebagal berikut : sSemua pengedar
menyatakan bahwa' penggunaan ecstasf . dapat menfebabkan
timbulnfa kejahatan lain (merupakan faktor kriminogen). Hal
ini sesual dengan pernyataan pengedar pada data sebelumnya,
bahwé penggunaan ecstasy mémbuat pengguna menjadi gelisah dan
tidak dapat mengendalikan diri. Dengan demikian,. menurut
pengedar, dengan tidak dapat mengendalikan diri tersebut maka
salah satunya dapat mempermudah atau nérangsang terjadinya
kejahatan lain, Sedang dari beberapa pengedar tersebut tidak

seorangpun yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy tidak
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perpengaruh terhadap terjadinya kejahatan lainnya atau tidak
ada seorangpun  responden pengedar Yyang tidak mengetahui
adanya faktor kriﬁinogen itu.

Dari penelitian lapangan didapat data tentang pengaruh
penggunaan ecstasy terhadap terjadinya kejahatan lain,
seperti yang terpapar dari putusan Pengédilan Negeri Jambi no
54/FPid. B/1997/PN. JBI. Dalam kasus yand diputuskan
Pengadilan Negeri Jambi tersebut terpidana Blex tega membunuh
kekasihnya sendiri karena ia terhalusinasi setelah menenggak

ecstasy.

Berdasarkan penelitian didapat informan, bahwa pengedar
juga mengetahui bahwa penggunaan éCStasy secara tidak
terkontrol dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan.
Meskipun demikian, pengedar tidak merasa peduli, Dbahkan
menganggap gdangguan kesehatan pada pengguna itu merupakan
resiko yang harus ditanggung pengguna sendir;. Hal itu tampak
dari data di bawah ini, bahwa tidak ada séérangpun pengedar
yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy tidak berpengaruh
pada kesehatan pengguna. Bahkan dari Jjawaban pengedar

terhadép pertanyaén mengenai persepsi mereka tentang pengaruh
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penggunaan ecstasy terhadap kesehatan pengguna, tidak ada
seorangpun pengedar yang menyatakan tidak mengetahui adanya
pengaruh tersebut. Dengan demikian semua pengedar menyatakan,

bahwa penggunaan ecstasy  dapat menganggu kesehatan

penggunanya.

Menurut Uhdang—Undang~Republik Indonesia Nomor 8 tahun
1996 tentan g Pengesahan Copvention on Psychotropic Substance
tahun 1971 dinyatakan, bahwa psikotropika sangat bermanfaat
untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan yang
tidak terkontrol dan tidak diawasi dapat menimbulkan masalah
kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial
lainnya.

Menurut pengguna yang ditemui dalam penelitian, gangguan
kesehatan vang sering dirasakan antara lain :

a, tekanan darah naik

b. muntah-muntah dan mual

C. sakitjkepala

d..kéjéng~kéjang

e. gangguan pergerakan dan'kesseimbangan

f. lain-lain.
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Menurut WHO (World Health Organization), gangguan kesehatan

dalam penyalahgunaan ecstasy dapat mengakibatkan gangguan

lanjutan, yaitu :

1. an overpo&éring desire or need (compulsion) to continue
taking the drug and to obtain it by any means;

2. a tendency to increase the dose;

3. a psychic (psycological) and generaly a physical
dependénce on the effects of the drug;

4. an effects decrimental to the individual and to society.?

Mengingat efek negatif dari ecstasy tersebut, maka
pembiiatan dan pere-<trannya harus dikandalikson dan Clawasi.
ile. ya instansi-instansl yang berwenang yagg dapat membuat dan
mengedarkan (mendistribusikan) obat-obatan psikotropika. Di
luar instansi-instansi tersebut, pembuatan dan pengedaran
ecstasy sangat dilarang.

Keluarnya Undang-Undang Psikotropika yang mengancamkan
sanksi.pidana terhadap pengedar gelap tidak.membuat peradaran
ecstasy oleh orang-orang Yyang " tidak berwenang menjadi
perhenti. Peredaran gelap ecstasy tersebut tetap saja
terjadi. Pada umumnya pengedar gelap tersebut hanya bersikap

lebih hati-hati, seperti yang tampak pada data di bawah ini.

¢ Edwind M. Schur, Crime Without Victirrs, (New Jersey : Prentice, 1990), halaman 122.
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Jawaban dari pengedar atas pertanyaan mengenai pengaruh
ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
tentang Psikotropika terhadap kegiatannya didapat informan
sebagai Dberikut : ada pengedar yang menyatakan, bahwa
diterapkannya sanksi pidana (apakah itu pidana penjara atau
pidana denda)'mérupakan risiko bisnis semata. Hal ini sesuai
dengan informan lain yang menunjukkan bahwa bagi pengedar,
ecstasy semata-nata merupakan komoditi bisnis yang sangat
menguntungkan. Dengan demikian pengedar siap menaggung segala
risiko Dberkaitan dengan bisnisnya itu, termasuk risiko
tertangkap polisi dan dijatuhi sanksi pidana. Dengan
menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana semata-mata sebagail
risiko, dan ada Jjuga pengedar yang menanégapi adanya sanksi
pidana itu dengan bersikap lebih hati-hati dalam mengedarkan
ecstasy. Sedanékan pengedar lainnyal merasa takut dan Jjera
terhadap sanksi pidana yang ada.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa perangkat
regulatif dengan ancaman sagksi pidana yang berét saja belum
cukup untuk mengendalikan péredarah gelap ecstasy. Bahkan ada
peﬁgedar yang Jjustru menganggaprbahwa ancaman sanksi‘pidana

terhadap pengedar ecstasy Rerupakan resiko bisnis yang siap
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ditanggungnya. Kurang berpengaruhnya sanksi pidana tersebut
mungkin disebabkan oleh karena pada Kkenyataannya sanksi
yang dijatuhkan tidak seberat ancamannya. Hal itu dapat
gilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 112/Pid.
B/1997/PN. JBI terhadap kasus Kiki Ayu, yang terbukti
memiliki secara tidak sah pil ecstasy sebanyak 5 {lima)
butir, yahg oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara selama 4
(empat) pulan 15 (lima belas) hari, dan putusan Nomor
53/Pid. B/1997/PN. JBI terhadap kasus Edwin, yang terbukti
memiliki secara tidak sah pil ecstasy sebanyak 1.612 butir,
yang dipidana oleh pepgadilan dengan 1 (satu) tahun 8
(delapan) bulan penjara. |

Apabila sanksi pidana yang dijatuhkan dalaﬁ dua kasus
tersebut dibanéingkan dengan ancaman sanksi pidana yang
dirumuskén ‘'dalam Undang-Undang Psikotropika, maka terlihat
adanya perbedaan atau jarak yang cukup besar. Dalam undang-
undang'itu barangsiapa yang memiliki, menyimpan dan meﬁbawa
secara tidak sah obat psikotropika diancam dengan pidana
penjara paling singkat 4 (empat) taﬁun dan paling iama 15
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000, -
(Pasal 59 ayat (1)), bahkan apabila tindak pidana tersebut

dilakukan secara  terorganisasi dipidana dengan pidana mati




108

atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama
20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.
750.000.000,~-. Dapat dilihat bahwa pidana penjara Yyang
dijatuhkan terhadap terdakwa di atas bahkan berada di bawah
patas minimal pidana penjara Yyang harus dijatuhkan. Di
samping itu pengadilan juga tidak menjatuhkan pidana denda,
yang menurut Undang-Undang psikotropika harus dikumulasikan
dengan pidana penjara.

Dalam peredarannya di‘pasaran, ecstasy mempunyai banyak

sekali ragam dan nama, antara lain :

- Eva - Halilintar
- Ice - Casanova

- Adam - Megatrone

- M2 M. - Mike Tyson
- Inex - Dollar

- Essence - Apple .
- MDM - RN |
- Dolphin - Lumut

- Electric - Melon

- Tango - Tiger

- Kepala Indian -~ Butterfly
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~ Paman Gober -DJ
- Bon Jovi - dll
Meskipun demikian,‘QYang banyak 'beredar di pasaran Jambi
adaiah jenis Lemén Three, Superman, Butterfly, Nike Super,
Paman Gober dan Melon, dengan harga berkisar antara Rp.

40,000,—- hingga Rp. 75.000, -

C. Persepsi Pengguna Tentang Ecstasy

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap pengguna
ecstasy, diperoleh keterangan bahwa penggunaan ecstasy
dapat mendatangkan kesenangan yaitu pada waktu " on".
Kesenangan { sesaat) yang dirésakan olehlpengguna tersebut
antar lain @
a. pikiran yang stress meniadi tenang ~ (menjadi lupa pada
peréoalan yang ada)
b. mendatangkan rasa gembira yang berlebih
c. timbul gairah yang berlebihan

Di samping itu, berdasarkan dari informan pengguna
yang berhasil ditemui, semuanya, mengerti tentang dampak
negatif yang ditimbulkan dari penggunaan ecstasy. Meskipun
demikian, mereka tetap mengkénsumsi ecstasy, tefutama
ketika pergli ke diskotik, karena apabila hal itu tidak

mereka lakukan ada sesuatu yang dirasakan masih kurang.
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Jadi faktor kebutuhan (yang didukung dengan kemampuan
ekonomi) yang mendorong pengguna seolah-olah mereka tidak
peduli dengan bahaya ataﬁ dampak negatif dari ecstasy.
Seolah—olah:mereka siap menanggung segala resiko yang akan
terjadi.

Dampak negatif atau gangguan kesehatan yang biasanya
dirasakan oieh pengguna antara lain :
1. menurunnya kemampuan lfisik dan gangguan pada  susuhan
saraf. Hal itu terlihat dari indikasi lembabnya (sayu)
xulit, muka pucat, padan kurus karena nafsu makan
berkurang, bersikap masa bodoh, cepat lemas, ralas,
kemampuan menyelesaikan masalah menurun, dan sulit tidur.
2. kurang bisa mengendalikan diri.
3. nafas sering tersengal-sengal.

Pada awal perkenalan dengan ecstasy biasanya
dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik yang bersifat internal
. eksternal. Dari hasil penelitian

maupun yang bersifat

(wawancara) dengan pengguna diperoleh keterangan bahwa

faktor-faktor tersebut antara lain :
1. karena ingin coba~coba

2. karena ikut—ikutan atau ajakaﬁ teman
3. karena ingin mendapat perhatian

4. karena rasa solidaritas pergaulan
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5. karena merasa jaenuh di rumah
6. uhtuk‘menghilangkan stress
7. untuk menghilangkan masalah.
Ketika pengguna merasakan ada kenikmatan, walau bersifat
sementara, maka kenikmatan itu akan memancingnya untuk
mengulangi penggunaan ecstasy. Penggunaan ecstasy, yang
kemudian bersifat menerus itu biasanya didukung oleh
kemampuan ekonomi dan pergaulan yang salah.

Dilihat dari segi yuridis formal, ada beberapa peraturan
yang pernah digunakan sebagai dasar hukum untuk mengenakan
sanksi pada pengguna ecstasy. Secara kronologis-historis

peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377,
Pasal 1 ayét (1), dalam perumisannya antara lain
menyebutkan. :

" bahan—bahén yang bersifat racun yang begkomposisi bahaya
terhadap Kkesehatan manusia, yang mana pemasukannya,
pembuatan, penggunaan, pemakaian'sendiri dilarang.

2.  PERMENKES Republik Indonesia Nomor :

124 /Menkes/Per/I1/1993, pasal 3 Yyang menyebutkan sebagai

berikut :
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" mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan
- menggunakan obat keras tertentu sebagaimana yang tercantum

dalam Lampiran I Peraturan ini, dilarang kecuali méndapat

persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk kegiatan tertentu.

Kemudian setelah Undang-Undang Psikofropika diundangkan,

sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap
pengguna dipakai undang-undang ini.

Pasal 59

ayat (1) huruf a
menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 ({(empat) tahun, paling lama 15‘(lima belas) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-, dan paling
banyak Rp. 750.600.000,—
ayat (2) |

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan,Secara'terorganisasi, dipidana déngan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama
20 (dua puluh) tahun dan - pidana denda sebesar Rp.
750.000.000, -

pasal 4 ayat (2) menyebutkan, bahwa psikotropika golongan I

hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
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pDilihat dari segi bobotnya, ancaman sanksi pidana dalam
Undang-Undang Psikotropika tersebutl sebenarnya termasuk
perat. Meskipun demikian, dari hasil penelitian terhadap
responden didapat keterangan yang cukup mengejutkan yaitu
responden seolah-olah tidak peduli dengan ancaman sanksi yang
perat tersebut. Hal itu dapat dilihat dari data di bawah.
Bahwa Jjawaban beberapa informan sebagal pengguna ecstasy,
mengenai pengaruh ancaman/penerapan sanksi pidana (penjara
ataupun denda) yang dirumuskan dalam Undang-Undarig Nomor 5
Tahun 1997 terhadap perilaku penyalahgunaan ecstasy adalah
sebagal berikut : ada pengguna menyatakan takut dan tidak
akan menggunakan ecstasy lagi. Sedangkan pengguna yang lain
menyatakan, bahwa adanya sanksi pidana yaﬂg cukup berat dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
tersebut hanya ”membuat mereka {(pengguna) lebih berhati-hati
xetika mau menggunakan ecstasy. Pernyataan responden yang
menyatakan bahwa mereka hanya perlu berhati-hati tersebut
dapat ditafsirkan secara Dberbeda. Pada lsatu sisi sikaep
tersebut dapat ditafsirkan dari manifestasi rasa takut
réspo_r;den terhadap sanksi pidana yap;; ada. Karena takut

tertangkap dan dijatuhi sanksi pidana, maka mereka perlu
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bersikap hati-hati dalam menggunakan ecstasy. Pada sisi lain,
sikap berhati-hati tersebut dapat ditafsirkan sebagal sikap
masa bodoh responden {pengguna) terhadap keberadaan sanksi
pidana dalam Undang-Undang Psikotropika, sanksi pidana yang
ada hanya dianggap sebagal suatu risiko biasa atas perbuatan
mereka menggunakan ecstasy s5ecara ilegal. Dengaﬁ kata lain
sebeharnya peﬁgguna'tidak merasa takut atau jera ketika harus
menanggung sanksi pidana yang diterapkan.

Dari data di atas tampak bahwa tingginya ancaman sanksi
pidana dalam Undang-Undang psikotropika ternyata tidak begitu
berpengaruh pengguna ecstasy untuk menghentikan kebiasaannya.
Mungkin saja hal itu disebabkan pada prakgaknya sanksl pidana
yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari ancaman sanksi
yang dirumuskan” dalam undang-undang, bahkan masih jauh di
pawah batas minimal sanksi yang harus dijatuhkan.9 Disamping
itu rupanya hakim juga Kurang mengoptimalkan (atau bahkan
tidak mengoperasionalkan) sanksi pidana dendé yang ada.

Seperti diketahul, penyalahgunaan ecstasy dapat
dikaitkan dengan timbulnya kejahatan lain. Dalam hal ini
penyalahgunaan ecstasy merupakan faktor kriminogen, baik

karena pengaruh ecstasy itu sendiri dimana pengguna menjadi

9 lihat putusan Pengadilan Negeri J arnbi atas kasus Kiki Ayu den Edwin di atas.
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terhalusinasi, kurang sadar atau mudah tersinggung sehingga

melakukan tindak pidana® ataupun tindak pidana itu dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan ecstasy. Dari uraian itu, maka dapat

dikatakan bahwa penyalahgunaan ecstasy dapat berpéngaruh pada

timbulnya kejahatan lain, yaitu :

a.

pengaruh langsung

Selama ecstasy bereaksi pada tubuh penggunanya (sedang
"on™), pengguna akan mengalami perubahan dalam perasaannya
yang berlanjut perubahan pada tingkah lakunya, Karena suatu
halusinasi ataupun illusi. Tindak pidana lain yang sering
terjadi akibat pengaruh langsung ecstasy ini antara lain :

- pelanggaran lalu lintas |

- -perkelahian atau tindak kekerasan lainnya, karena
pengguna mudaﬂ tersinggung/ marah

pengaruh tidak langsung

Tindak pidana yang terjadi disini bukan pada waktu ecstasy
itu bereaksi dalam tubuh penggunanya, melainkan lebih demi
memenuhi  kebutuhan untuk mengkonsumsi  ecstasy atau
menggunakan ecstasy sebagal alat bantu untuk melakukan

kejahatan, antara lain

10 inat putusan Pengadilen Negeri Jambi No. 54/Pid. B/1997/PN.JBI atas kasus Frans Lukmana alias Alex.
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- mencopet, menipu atau melakukan kejahatan lain untuk
mendapatkan uang guna membeli ecstasy.

- ecstasy sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kejahatan (untuk membuat calon korban tidak sadar),

misalnya dalam kasus-kasus perkosaan.

D. Parsepsi Penegak Hukum Tentang Ecstasy
Berdasarkan informan dari para penegak hukum diperoleh
keterangan bahwa penyalahgunaan ecstasy dapat menghambat
upaya pemerintah dalam pembinaan generasi muda bangsa sebagai
sumber daya' manusia yang dapat diandalkan serta dapat
meéenimbulkan kejahatan lainnya. Kapolda Jateng pada waktu itu,
Harimas. AS, - menyatakan bahwa penggungan ecstasy dapat
menimbulkan efek antara lain :*!
1. meningkatkan daya .dahan tubuh sehingga tidak mudah
lelah

2. meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan
3. rasa nyaman dan perasaan bahagia yang semu '

4, emosi
Lebih lanjut.ia mengatakan : ‘ 4
Efek vyang dirasakan pada penggunaan’' yang berlebihan
adalah : _
1. peningkatan tekanan darah
2. gelisah

3, muntah dan mual
4, sakit kepala

10 Iihat putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 54/Pid. B/1997/PN.JBI atas kasus Frans Lukmana alias Alex.
1 Harimas, Ibid, halaman 4.
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5. nafsu makan hilang
6. timbul khayalan
7. reaksi penuh
8. emosi yang tidak terkontrol .
9. cenderung merusak diri '
10. kejang-kejang
11. gangguan pergerakan dan keseimbangan.®
sedangkan Kapolwil Surakarta, Suyitno. LS, mehgatakan
bahwa sebagai obat yang dapat membangkitkan rasa gembira,
menaikan gairah secara berlebihan, menekan rasa lapar,
menekan susunan syaraf otak, dan merangsang organ jantung,
ecstasy merupakan Jjenis obat yang dapat menimbulkan hahaya
bagi tubuh, antara lain :%
1. mempengaruhi dan merangsang susunan syaraf otak
2. suhu meningkat atau menurun secara tiba-tiba
3. timbul gairah seksual yang berlebihan
4. merangsang kerja jantung sehingga denyut jantung semakin
cepat dan tekanan darah naik
5. tidak merasa lelah .

6. timbul gerakan-gerakan yang kurang terkendali, yang

mengikuti hentakan irama musik

12 . m
13 Suyitno, Penanggulangan Peredaran Ectasy Di Wilayash Ex Karegidenan Surakarta Dan Dampak

Nasionalnys, Makelah Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy, UNS, Suraekarta 8 Okt, 1996, halarnan 5.
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7. timbul kecenderungan untuk mengulangi pemakaian ecstasy,
sehingga timbul kecenderungan untuk mendapatkan ecstasy
dengan segala cara.

Adapun dampak nasional yang ditimbulkannya adalah }

1. Kehidupan pribadi yang goncang sampai dengan kematian sia-
sia | |

2. Gangguan .terhadap kehidupan sosial lingkungannya,
kecenderungan meningkatnya kriminalitas dan berbagai
penyakit masyarakat

3, Melemahkan sumber daya manusia, kehidupan yang tidak
normal, tidak produktif dan pada gilirannya akan
menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernégara.14

Sedangkan Direktur Reserse Polri pada waktu 1itu,

Rusdihardjo, mengatakan bahwa penyalahgunaan Psikotropika

dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyalahguna,

keluarga, lingkungan masyarakat bangsa serta negara.’
Terhadap‘penyalahguna, dampak negatif yarig mungkin timbul
adalah : berubahnya kepribadian sehingga menjadi pemurungd,

pemarah dan melawan kepada siapapun; semangat belajar atau

“._l]id,lua'lau 6. S ’
15"~ Rusdihardjo, Pengaruh Ecstasy Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generssi Muda Dan Porguran
Perundang-undangan Penanggulangannyg, Makalah Pada Seminar Nasional Penyalahgunaan Ecstasy Dan
Upaya Penanggulangannya, Jakana, 4 Januari 1997, Halaman 5,
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bekarja menjadi menurun; menjadi pemalas dan bersikap masa
bodoh.

Terhadap keluarga, dampak negatif yang dapat timbul
adalah : rusaknya barang-pbarang - keluarga, geperti memakai
kendaraan tanpa perhitungan rusak atau hancur; tidak segan
menjual barang barang milik keluarga untuk membeli ecstasy:
penyalahguna tidak lagi memiliki rasa sopan-santun dalam
keluarga f{antara anak terhadap orang tuanya); keluarga
penyalahguna merasa tercemar nama baiknya. |

Dampak negétif yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan
ecstasy terhadap mas&arakat antara: lain ¢ mengganggu
ketertiban umum; membahayakan keselamataA orang lain; tidak
segan mengambil harta milik orang lain; tidak peduli terhadap
norma-norma yané perlaku di masyarakat.

Adapun démpak negatif ‘penyalahgunaan ecstasy terhadap
bangsa dan negara adalah >: rusaknya generasi muda pewaris
bangsa dan negara .yang disiapkan untuk ‘menerima tongkat
estafet aliﬁ generasi; hilangnya rasa patriotisme (semangat
juang) yang pada akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak
tertentu untuk merusak tatanan negara.

Dari uraian dan anélisis terhadap persepsi masyarakat,

pengedar, pengguna, dan aparat penegak hukum mengenal ecstasy
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tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa persepsi masing-
masing responden {(masyarakat, §eng9dar, pengguna, dan aparat
penegak hukum) itu sangat erat hubungannya dengan interaksi
masing-masing responden terhadap ecstasy. Dengan demikian,
maka nampak adanya perbedaan antara persepsi masyarakat,
pengedar, dan pengguna dengan persepsi penegak hukum mengenai
ecstasy.
, Dalam persepsi r pengedar, dan pengguna, ecstasy
dipandang sebagal obyek bisnis yang menguntungkan, sebagi
obat yang dapat mendatangkan kesenangan, menimbulkan gairah,
obat untuk melupakan permasalahan -serta sarana untuk
menunjukkan gaya hidup dan sarana beréaul. Meskipun ada
sedikit kesadaran, bhaik dari pengedar maupun penynuna,
e nyg enét bahayé' ecstasy, kesadaran tersebut kalah dengan
pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan atau
kesenangan/kenikmatan. .
Sedangkan dalam persepsi masyarakat dan penegak hukum,
ecstasy lebih dipandang sebagi zat yang mendatangkan bahaya
baik bagi pengguna, masyarakat maupun bahaya bagi bangsa dan
negara, -sehingga peredaran dan penggunaannya dikalangan

remaja/orang muda. harus ditanggulangi.
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Perbedaan persepsi antara pengedar dan pengguna di satu
sisi dengan masyarakat dan penegak hukum di sisi lain tidak
terlepas dari pengalaman masing-masing orang berkaitan dengan
ecstasy. Menurut Saparinah Sadli, Pengalaman dan tingkah iaku
merupakan kesatuan; apa yang dilakukan seseorang (sebagai
ucapan, ekspresi, atau kegiataannya) tidak terlepas dari
caranya mempersepsikan situasi, mengapresiasikannya, atau apa
yang ia ingat mengenai hal yang ia hadapi.'® Lebih lanjut
beliau mengatakan, bahwa persepsi seseorang merupakan suatu
proses yang éktif dimana yang memegang peranan bukan hanya
stimulus  yang mengenaiqya, tetapi’ Jjuga ia  sebagai
keseluruhan, dengan pengalaman-pengalamangya, motivasinya dan
sikap-sikap yang relevan, terhadap stimulus tersebut.

Bagi pengedér dan pengguna, ecstasy merupakan suatu obyek
yang mendatangkén keuntungan, kenikmatan, penghilang stress,
serta penampilan gaya hidup yang modern. PBengalamannya itu
mempengaruhi pembentukan persepgi dalam' dirinya tentang
ecstasi. Sedangkan bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy
lebih merupakan barang yang mendatangkan bahaya, baik bahaya
gangguan késehatan sampai kematian maupun bahaya sosial.

Masyarakat dan penegak hukum setiap kali harus berhadapan

6 | gaparineh Sadli, Persepsi Sosial Mengenaj Perileky Menyimpang. (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)
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dengan efek negatif dari ecstasy, kemerosotan moral,
timbulnya kejahatan-kejahatan lain serta biaya-biaya vyang

harus ditanggung akibat penyalahgunaan ecstasy.

E. Upaya Penanggulangan Ecétasy '

Berdasarkan keterangan dari responden (aparat éenegak
hukum, yaitu polisi, Jaksa dan hakim) diketahui , bahwa
upaya-upaya yang dilakukan untuk mgnanggulangi penyalahgunaan
ecstasy di kalangap remaja/orang muda adalah dengan :

a. penyuluhan tentang bahaya ecstasy, terutama di kalangan
generasi muda (terutama pelajar dan mahasiswa);

b. penerapan sanksi pidana yang berat; |

c. memperkuat ketahanan moral-agama dan éhklak;

d. melakukan razia di tempat-tempat yang biasa digunakan
untuk transaksi.

Dari.jinforman. penegak hukum tersebut dapat dikatakan,
bahwa penanggulanganlpenyalahgunaan.ecstasy_dapat dilakukan
baik dengan sarana penai (mengoperasionalkan - hukum dan sanksi
pidana) maupun dengan sarana non -penal. Tetapi upaya apapun
yang dilakukan, terutama sarana penal, untuk ﬁenanggulangi

penyalahgunaan ecstasy, keberadaan aparat penegak hukum

halaman 72,
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sangat dibutuhkan. Hal ipi sesuai dengan pendapat Soerjono
Soekanto yang mengatakan, bahwa penegakan hukum dipengaruhil
oleh faktor-faktor :%7

1. faktor hukumnya sendiri;

2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum taersebut

berlaku atau diterapkan;
5. faktor kebudayaan.

Penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dengan sarana non
penal, khususnya dengan penyuluhan hukum, dilakukan oleh
kepolisian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
a. Penyuluhan langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung
dengan sasaran penyuluhan, Yyang biasanya terdiri dari
generasi muda; baik pelajar, mahasiswa maupun generasi muda

lain yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan.

b. Penyuluhan tidak langsung
Penyuluhan tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan
berbagai sarana, mulai dari media cetak maupun media

elektronik, untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat pada

UMUImNY 3.

7", Soerjono Soekanto, Fektor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (akerta ! Raja Grafindo
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Tujuan utama dari penyuluhan hukum sebenarnya agar hukum
dipatuhi secara suka rela, juga bertujuan agar hukum yang
berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-
nilai yaﬁg_ dianut oleh masyarakat.!® Yang menjadi masalah
adalah bagaimana méngkomunikasikan hukum tersebut agér dapat
menjadi  patokan berperikelakuan dan  juga  mancerminkan
Kosorasian .iali-ninal yang dianut oleh masyarakat. 0Oleh
karena itu, penyuluh hukum {aparat penegak hukum) harus
benar-benar mengetahui faktor-faktor ‘yang mempengaruhi
keberhasilan suatu penyuluhan hukumn.

Dalam mengkomunikasikan hukum, perlu kiranya
memperhitungkan tingkat pendidikan rata;rata yang dimiliki
masyarakat, terutama mereka yang menjadi sasaran penyuluhan
hukum  itu. ﬂéngan mempertimbangkan tingkat pendidikan

masyarakat, maka dapat ditentukan cara hukum akan

dikomunikasikan. Pada masyarakat yang memiliki tingkat

pendidikan relatif tinggi, cara penyampalan yang dilakukan

tidak sesulit dibandingkan pada masyarakat yang berpendidikan

rendah. Pada umumnya, makin rendah tingkat pendidikan

seseorang, makin terbatas pula Kkemampuannya untuk mencerna

pesan Yyang mereka terima. Di samping 1itu perlu puila

Persada, 1983), halaman 5.
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dipertimbangkan faktor latar belakang dan kondisi sosial
budaya dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan.dalam upaya penanggulangan ecstasy dengan cara
menegakkan aturan hukum-dapat dipertimbangkan pendapat dari
Soerjonoc Soekanto di atas. Sebelum Undgng-Undang Psikotropika
diundangkan, peraturan-peraturan yang biasa dipakai sebagai
dasar hukum untuk menjaring penyalahgunaan ecstasy adalah :

1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya Stbl. 1943 No. 377;

2. Permenkes Republik Insonesia No : 124/ Menkes/ Per/ II
/ 1993;

3. KUHP, khususnya Pasal 204 dan 205
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 teﬁtang Kesehatan
Penggunaan peraturan-peraturan tersebut terkesan
dipaksakan, kacrena jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam
peraturan-peraturan tersebut sifatnya sangat umum, dan bahkan
tidak menyebut dengan tegas/jelas jenis bahan atau zat atau
obat yang dimaksud. Disamping itu pengaturan tentang
pahan/zat/obat di dalam peraturan—peraturan tersebut dapat
dianggap kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,
khususnya ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian.
Seteiah Undang-Undang psikotropika diundangkan tidak

perarti penanggulangan penyalahgunaan dapat dilakukan lebih

18 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Ma arakat, (Bandung : Alumni, 19833), hataman 302.

"UPT-PUSTAK-UNRIF
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paik. Bukan suatu rahasia lagi bahwa penyalahguﬁaan ecstasy
(peredaran dan penggunaan S5secara tidak sah} seringkali
justru melibatkan oknum-oknum petugas. Sebagai pihak yang
paling pertanggungjawab dalam operasionalisasi suatu
peraturan, keterlibatan oknum petugas dalam penyaléhgunaan
ecstasy dapat menumpulkan atau bahkan dapat menggagalkén
upaya penegakén hukum itu sendiri. Dapat dicontohkan disini
kasus ecstasy yang melibatkan Kapten SH, Kasatserse Polresta
Yogyakarta. Dalam kasus tersebut, Kapten SH sempat diperiksa
oleh Denpom Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi kelanjutan
kasus tersebut sampai sekarang tidak jelas.

Disamping ditu tumpulnya/gagalnya' upaya penegakan hukum
dapat disebabkan karena tidak konsisten dan tidak tegasnya
aparat penegak-‘hukunl itu éendiri. Bukan merupakan rahasia
1lagi, kasus matinya Aldi di rumahlseorang artis, Ria Riawan,
diduga kuat berkaitan sangat erat dengan _ecstasy. Sampal
sekarangpun kasus dan fakta yang melatarbelakangi kematian
Aldi tersebut tidak pernah terungkap dengan jelas.

Keberhasilan penegakan Undang-Undang Psikotropika sedikit
banyak 3juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Di kalangan
masyarakat lapisan menengah ke atas, penggunaan ecstasy

dianggap sebagal © suatu gaya hidup modern. Selama lapisan
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masyarakat tempat peredaran dan penggunaan ecstasy ini tumbuh
subur masih berpandangan demikian, maka penanggulangan
ecstasy akan banyak mengalami hambatan. Hal ini tampak dari
pendapat Rusdihardjo, pirektur Reserse Polri, yang

mengharapkan peran serta orang tua/keluarga, sekoléh, dan

lingkungan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan

ecstasy.?®

Peran serta orang tua/keluarga yang diharapkan adalah :

1. Pengawasan lebih dini terhadap tingkah laku dan kegiatan
anak-anaknya di dalam maupun di luar rumah.

2. Membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.

3. Perlunya menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

Peran lingkungan sekolah/pendidikan yang diharapkan adalah

1. Para pengéﬂar diharapkan untuk selalu mengingatkan
mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika pada anak

didiknya.

V]

borlu diianamkan etika moral dan Keimanan pada anak didik
untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan ccstasy
3.  perlu komunikasi timbal balik dengan orang tua,
menyangkut tingkah laku anak didik yang mempunyai indikasi

penyalahgunaan ecstasy.

¥ Rusdihardjo, [bid, Halaman 13.
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Dari lingkungan masyarakat, peran serta yang diharapkan

adalah :

1. Melapérkan atau menginformasikan kepada aparat Yyang
perwajib, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan ecstasy
di lingkungannya. —

2.  Kesediaan untuk menjadi. saksi  terhadap kejahatan
penyalahgunéan ecstasy.

Dalam gaya bahasa Yyang berbeda Suyitno, Kapolwil
surakarta, mengatakan bahwa penaggulangan penyalahgunaan
ecstasy dapat dilakukan dengan cara preemtif, preventif, dan
represif.?®
Upaya preemtif dilakukan dengan cara :

a. Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat
terhadap baﬁaya peredaran ecstasy, dengan kegiatan
bimbingan, penyuluhan dan penerangan pada remaja, orang
tua, pengelola diskotik, pengelola hotel, bar dan lain
sebagainya. |

b. Koordinasi lintas sektoral untuk melakukan pola
penanggulangan moralistik, dengan kegiatan pembinaan moral

mulai dari pribadi remaja/generasi muda melalui sekolah-

sekolah, keluarga dan masyarakat.

20 | Suyitno, Ibid, Halaman 7.
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Upaya preventif yangldapat dilakukan meliputi :

a. Koordinasi lintas sektoral untuk melakukan pola
penanggulangan abolisionistik yang diarahkan untuk
menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab/kecenderungan
penyalahgunaan ecstasy.

b. Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan terhadap
tempat-tempat rawan peredaran ‘ecstasy dengan kegiatan
patroli, penjagaan dan razia.

¢. Pengketatan dalam pemberian ijin terhadap pengelola
hiburan malam, yang dibangun di sekitar lokasi pemukiman,
serta pemberian sanksi yang berat terhadap pangelola yang
melanggar ketentuan perijinan, | apalagi | yang
sengaja/membiarkan tempatnya dipakai sebagai tempat
transaksi eésﬁasy. |

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara :

a. Melakukan proses penyidikan secara tuntas_ terhadap pelaku
~ (pembuat, pengadara, dan  pengguna) 'dengan _kegiatan
penyelidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyelesaian
berkas -perkara sécara cepat.

b. Koordinasi antara unsur-unsur dalam sistem peradilan
pidana untuk mengembangkan pola efek penjeraan, sesual

dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.
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Di samping upaya penegakan hukum di atas, ada suatu upavya
yang dapat : dilakukan untuk menuniang penanggulangan
penyalahguricn  acstasy, yaelou rehal.ilitasi terhadap mereka
yang sudah mentiadi tergantung pada ecstasy. Upaya
Lehabilitasi.itu dilakukan dengan cara :

a. Bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Departemen
sosial dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, seperti
Rumah Sakit Ketérgantungan Obat (RSKO), Chusnul Khotimah
(Depsos), dan Pondok Pesantren suryalaya (di Tasikmalaya).

b. Menggugah dan meningkatkan tanggung Jjawab moral keluarga
untuk merawat dan merehabilitasi anggota keluarganya Yyang
menjadi pengguna ecstasy, sehingga dihagapkan dapat kembali
menjadi aﬁggota masyarakat yang bebas dari pengaruh
ecstasy.

pada uraian di atas sudah sedikit disinggung kendala-

kendala dalam penanggulangan penyalahgunaanyecstasy. Berikut

ini juga akan dipaparkan kendala-kendala lain dalam tindakan
penanggulangan, khususnya dalam penegakan hukumnya. Hal ini
untuk mengingatkan xembali bahwa, penegakan  hukum hanyalah

salah satu sarana dan bukan satu-satunya sarana untuk

menanggulangi penyalahgunaan ecstasy.
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pada waktu Undang-Undang Psikotropika (Undang-Undang

Nomor $ Tahun 1997) belum diundangkan, ada kendala yuridis

yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam

menerapkan ketentuan-ketentuan yang dipakai, antara lain :

a. Pasal 204 KUHP |
Ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan pada pengguna,
melainkan hanya dapat -diterapkan pada pengedar, sehingga
ada kemungkihan pengguna lolos dari jeratan hukum.

b. UU No. 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan
Kendala dalam pemakaian undang-undang ini adalah belum
adanya Peraturan Pemerintah yang _menjadi peraturan
pelaksanaannya.

setelah Undang-Undang Psikotropika diundangkan, kendala
yuridis dapat éikataka hampir tidak ada; Meskipun demikian
kendala yang bersifat teknis masih sajé dijumpai. Kendala
teknis tersebut diantaranya :

1. Koordinasi dengan instansi lainnya :

a. kesulitan untgk mendapatkén saksi ahli. Hal dini
dikarenakan adanya Kkeengganan dari wakil instansi
tertentu untuk hadir sebagai saksi ahli.

'b. Jjumlah barang pukti untuk diadakan test ulang di

laboratorium kadang-kadang kurang mencukupi.
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Dalam penyidikan Polri

a. biaya yang harus disiapkan untuk melakukan penyidikan

cukup besar. Hal ini berkaitan dengan harga ecstasy yang
cukup tinggi serta diedarkan ecstasy ditempat~tempat
tertentu -(biasanya tempat hiburan malam atau hotel).
Untuk meniebak pengedar seringkali aparat harus berpura-
pura bertindak sebagailkonsumen. Hal ini berarti petugas
harus menyiapkan biaya tiéak sedikit untuk menunjang
operasi tersebut.

‘penYidikan seringkali memakan waktu yang lama, padahal
personil yang ada Jjuga harus di:libatkan dalam tugas
kepolisian lainnya. |

peredaran ecstasy pada umumnya dilakukan secara

terselubung“dalam koridor jaringan yang rapi- serta dengan

gistem mata rantai sel terputus. Hal ini akan menyulitkan
petugas untuk mengungkapkan jaringan pengedar itu secara
menyeluruh.

Tidak jarang dalam penyidikan, keselamatan jiwa petugas
terancam. Hal ini dapat terjadi ketika petugas berhadapan

dengan kelompok pengedar yang sadis.

| GPT-PUSTAY-THIT
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pada bab-bab terdahulu, khususnya
berdasarkan pada teori-teori vyang talah dikemukakan serta
analisis terhadap data Yyang diperoleh guna memperoleh

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, -maka peneliti

dapat merumuskan suatu kesimpulan sebagal berikut :
1. Bagil pengedar, ecstasy dipersepsikan semata-mata
sebagai komoditi  bisnis  vang dapat menghasilkan
keuntungan besar dengan resiko vyang relatif ringan.
Persepsi '.tersebut ada pada pengédar karena dari

pengalaman mereka menunjukkan bahwa menjual ecstasy

dapat mengﬂasilkan keuntungan yang besar dan sanksi
pidana yang biasanya dijatuhkan pada pengedar Yangd

tertangkap dirasa kurang seimbang dibapdingkan dengan

keuntungan vang diperoleh dari bisnis ecstasy tersebut.

Bagli pengguna, ecstasy dipersépsikan sebagai obat atau

pahan vang dapat menghilangkan stress karena dapat

mendatangkan kenikmatan ketika sedang “on”. Kenikmatan
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dan kesenangan fang dirasakan Qleh pengguna ketika
mengkonsumsi ecstasy adalah: pikiran yang stress
menjadli tenang (menjadi lupa pada persoalan yang sedang
dihadapi), mendatangkan rasa gembira yang berlebih,
serta timbulnya gairah yang berlebih. Di samping.itu,
penggunaan ecstasy dipersepsikan sebagai bagian dari
gaya hidup modern, atau agar dianggap sebagai orang
kaya. Meskipun pengguna nmngetahui efek negatif dari
penggunaan ecstasy, pengguna tetap saja mengkonsumsi
ecstasy, terutama ketika mereka pergi ke tempat-tempat
hiburan malam. Adapun efek negatif yang sering
dirasakan oleh pengguna adalah’ kurang dapat
mengendalikan diri, tekanan darah naik, mual dan
ﬁuntah~munta, sakit kepala, kejang-kejang, gdangguan
pergerakan dan gangguan keseimbangan, serta
menurunnyakemampuan fisik dan gangguan pada susunan’
syaraf, yang terlihat dari indikasi la;unya {(sayunya)
jaringan kulit, muka pucatf padan kurus karena nafsu
makan berkurang, persikap masa bodoh, mérasa malas,

kemampuan menyelesaikan masalah menurun, dan sulit

tidur.
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Bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy
dipersepsikan sebagai obat atau zat yang dapat
membahayakan atau menimbulkan gangguan, baik bagi diri
pengguna, masyarakat, bangsa bahkan negara.

Masyarakat dan penegak  hukum mempunyai  persepsi
demikian karena dalam pandangan mereka, penggunaan
ecstasy dapat mengakibatkan : berubahnya pola pikir
generasi muda ke arah hal-hal yang negatif (misalnya:
perkbsaan, penganiayaan dan pembunuhan), serta rusaknya
sendi~sendi kehidupan keluarga yang baik (misal, anak
tidak lagi menghormati orang tua)

perbedaan persepsi mengenal ecstasy antara pengedar dan
pengguna pada satu pihak dengan masyarakat dan penegak
hukum pada -pihak lain disebabkan oleh interaksi dan
pengalamaﬁ tentang ecstasy yang berbeda pada masing-
masing pihak. Dalam interaksi dan pengalamannya
berkaitan dengan ecstasy, pengedar dan péngguna mungkin
mendapatkan ‘lebih banyak keuntungan, kenikmatan dan
kesenangan dibandingkan dengan resike (baik dipidana
maupun resiko gangguan kesehatan, bahkan kematian} .
sadangkan dalam interaksi dan pengalamannya berkaitan

dengan ecstasy, Wwarga masyarakat dan penegak hukum
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lebih banyak menanggung efek negatif dari peredaran dan
penggunaan secara ilegal, seperti terjadinya gangguan
keamanan dan ketertiban, rusaknya nilai-nilai
kemasyarakatan dan rusaknya nilai-nilai atau gendi-
sendi kéhidupan keluarga yang baik.

Untuk menanggulangi ecstasy tersebut, pihak penegak
nukum telah melakukan upaya-upaya, baik yang bersifat
preemtif, preventif maupun represif. Upaya preemtif
dilakukan untuk menumbuhkembangkan daya cegah dan daya
tangkal masyarakat terhadap bahaya peredaran dan
penggunaan ecstasy. gecara konkrit, upaya tersebut
dilakukan dengan mengadakan bimbingan; penyuluhan serta
penerangan kepada para remaja, orang tua, penéelola
diskotik, Bar, hotel dan lain-lain. Disamping itu,
dengan pekerjasama dengan inséasi/lembaga lain
&iupayakan peningkatan pembinaan moral, baik melalui
sakolah, keluarga maupun masyarakat. Upaya preventif
dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap
tempat-tempat Yyang rawan peredaran dan penggunaan
ecstasy. Upaya preventif yang lain adalah dengan
memperketat (tindakan selektif) dalam pemberian ijin

tempat-tempat hiburan malam. sedangkan upaya represif
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dilakukan dengan cara melakukan proses pemidanaan
secara tuntas terhadap pelaku (pembuat, pengedar dan
pengguna), juga berkoordinasi dengan instasi-instasi
lain dalam sistem peradilan pidana untuk mengembangkan

efek penjeraan yang terkandung dalam sanksi yang ada.

Saran

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang terdapat di

lapangan serta kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka

peneliti dapat mengajukan saran sebagal berikut:

1.

Berkaitan dengan persepsi mengenai ecstasy pada
pengedar dan pengguna, yang merupakan suaﬁu proses
psikologis, maka aparat penegak hukum hendaknya ilebih
bekerja sama dengan ahli-ahli psikologi, terutama dari
kalangan akademisi, untuk mencari cara mengubah atau
paling tidak mempengaruhi persepsi  pengedar dan
pengguna, bahwa gcstasy merupakan ghat/bahan zat yang
sangal membahayakén fisik, psikis, bahkan Jjiwa
penggunanya, Jjika penggunaannya tidak berada di .bawah
pengawasan dokter. Kerja sama tersebut dilakukan dengan
cara meminta kantuan para akademisi untuk mengkaji

secara ilmiah teknik-teknik atau metode-metode ¥yang
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dapat digunakan untuk merubah atau mempengaruhi
persepsi éengedar dan pengguna ecstasy ke arah persepsi
yang dikehendaki oleh hukum.

2. Melihat kenyataan bahwa dalam penanggulangan ecstasy
dengan menggunakan saran hukum pidana {(upaya represif),
sanksi denda vyang ada belum didayagunakan, maka
hendaknya sanksi yang sudah dirumuskan dalam Undang-
Undang Psikotropika tersebut diterapkan pada pelaku
(pembuat, pengedar maupun pengguna). Di samping 1itu,
dalam menerapkan sanksi pidana penjara, hakim yang
mengadill perkara ecstasy harus mematuhi apa yang telah
dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini sangat
disarankﬁn karena dalam kenyataannya (khususnya dalam
kasus ecstasy yang. terjadi di Jambi) hakim menjatuhkan
sanksi pidana penjara jauh di bawah batas pidana
penjara minimal yang harus dijatuhkan. Selanjutnya,
dalam upaya penanggulangan ecstasy aparat penegak
hukum, khususnya kepolisian, harus dapat memperketat
pengawasan terhadap barang pukti pil ecstasy Yyang
perhasil disita atau dirampas, agar parang bukti itu
tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi sendiri.

Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya fakta
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penyalahgunaan barang bukti kasus ecstasy Yyang justru

disalahgunakan {apakah itu dijual atau digunakan

sendiri) oleh oknum-oknum petugas.
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